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BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa Inspektorat Kabupaten Karawang merupakan
Perangkat Daerah vang memiliki tugas melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karawang,

bahwa dalam rangka memberi kontribusi bagi peningkatan
aspek kinerja meliputi aspek efektif, efisien, ekonomis perlu
dilaksanakan audit kinerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karawang,

bahwa dalam rangksa menjamin kualitas pelaksanaan audit
kinerja di Lingkungan Pemerintah Daecrah Kabupaten
Karawang, agar mendapat hasil audit yang sesuai dengan
twjuan dan standar pemernksaan audit, perlu disusun
Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karawang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja;

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins Djawa
Barat [Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem
Pengendahan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);

Peraturan Badan Pembangunan Keuangan dan Pembangunan
Nomeor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern
Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1796);

Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten karawang (Berita Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1.

2:

Daecrah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Karawang,.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya
disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dagrah otonom.

Bupati adalah Bupati Karawang.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang membidangi
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah
pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari
inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern
pada kementerian, inspektorat utama/inspektorat/unit
pengawasan intern pada lembaga pemerintah non
kementerian, kesekretariatan lembaga tinggl negara /lembaga
negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit
pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
pengawasan intern pada instansi pemenntah, lembaga
dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban
vang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

9. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi bukti vang dilakukan secara
mdependen, obyektif dan profesional berdasarkan standar
audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

10. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara
dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang
terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

11. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya
disingkat PKPFT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan
tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek
pengawasan, dan jadual pengawasan,

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah vang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Paszal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbhagai pedoman teknis bagi
APIP pada Inspektorat agar memiliki kesamaan persepsi dan
keseragamen metodologli sesuai standar audit | dalam
melaksanakan Audit Kinenja.




Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk APIP
mampu menilai pelaksanaan program dan kegiatan Peranghkat
Daerah yang bersumber dari APBD sesuai standar audit kinerja
sehingga dapat memberikan hasil audit dan rekomendasi bagi
pencapaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah yang
efisien, efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk
peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat Daerah.

BAB Il
SISTEMATIKA
Pasal 4
{1} Pedoman Audit Kinerja terbagi dalam sistematika sebagai
berikut:
a. BABI : PENDAHULUAN
b, BABII : PERENCANAAN AUDIT KINERJA
c. BAB III ; PELAKSANAAN AUDIT KINER.JA
d. BABIV : KOMUNIEKASI HASIL AUDIT DAN TINDAK
LANJUT

c. FORMAT

i2) Uraian lebih lanjut mengenai pedoman audit kinerja sesuai
dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tdak
terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEGIATAN AUDIT KINERJA

Pasal 6

(1} Eegiatan Audit Kinerja dituangkan dalam PKPT Inspektorat.

(2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan,
menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam
penggunaan sumber daya pengawasan.

{3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Inspektur.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Kegiatan Audit Kinerja bersumber dari APBD.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada langgal 15 Desember 2922

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 1§ Dessmber 2022

BTA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR go




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA

PEDOMAN AUDIT KINERJA

BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Keinginan dan tuntutan stakeholders belum dapat terpenuhi apalnla hanya

didasarkan pada hasil audit laporan keuangan yang memuat opini atas
kewajaran penyajlan laporan keuangan. Stakeholders ingin mengetahui
keberhasilan suatu program Strategis Perangkat Daerah dan apakah program
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ckonomis, dengan cara yang
efisien, dan hasil yang efektif serta program tersebut dapat memberikan nilai
tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan pencapaian tujuan
dan keberhasilan suatu program pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja
pemerintah daerah melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurance
audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien, dan
ekonomis (3E), maupun layanan konsultansi untuk perbaikan tata kelola, proses
pengendalian dan pengelolaan risiko pencapaian tujuan organisasi. Hasil audit
yang diharapkan tersebut merupakan outcome dari pencapaian danpemenuhan
kapabilitas APIP Level 3.

2. Kedudukan Audit Kinerja Dalam Grand Design PIBR

Dalam matriks grand design Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR],
kedudukan audit kinerja terletak pada tingkat kematangan Manajemen Risiko
(MRE) Level 3 (Risk Defined) dan Kapabilitas APIP {IACM) Level 3 (integrated)
sebagaimana terdapat pada Tabel 1.1. Kedudukan ini menjelaskanbahwa audit
kinerja dilaksanakan apabila tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3 dan
dilaksanakan oleh APIP dengan tingkat kapabilitas Level 3.

Untuk Pemerintah Daerah yang tingkat kematangan manajemen nsikonya
masih berada di bawah Level 3, pedoman umum audit kinerja ini dibuat untuk
mendorong APIP bersama manajemen melakukan perbaikan ke arah Kapabilitas
APIP Level 3 dan Menajemen Risiko Level 3,
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Manajemen didorong untuk segera menyusun kebijakan manajemen risiko
dan mengimplementasi manajemen risiko. Untuk itu, SDM APIP harus paham
dankompeten mengenai pengelolaan risiko dan APIPnya didorong untuk mampu
memfasilitasi penerapan manajemen risiko sebagaimana terdapat pada Gambar

1.1.

Dalam nternal Audit Capability Model (IACM), audit kinerja memiliki
keterkaitan yang erat dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
Area pengawasan yvang merjadi lingkup audit Kinerjamerupakan hasil proses
PPBR sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2. Risiko tinggi yang teridentifikasi pada
saat PPBR menjadi salah satu acuan dalam perencanaan Potencial Audit Objective
[PAO) dan lingkup audit kinerja. Sehingga, dapat dikatakan keberhasilan
penilaian risiko pada saat PPBR akan mendukung keberhasilan audit kinerja

yang akan dilakukan.

Tabel 1.1. Keterkaitan antara Audit Kinerja dalam Matriks
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Gambar 1.1 Pelaksanaan Audit Kinerja dengan Manajemen Risikonya masih
berada di bawah Level 3
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Tabel 1.2 Audit Kinerja dalam Matriks Kapabilitas APIP - IACM Revised 2017




3. Pengertian, Karakteristik, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Kinerja
a. Pengertian Audit Kinerja dari berbagai sumber:

1

2)

3)

4)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, audit
kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan
pada efektivitas.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (2), audit
kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah yang terdiri atas audit aspek ckonomi, efisiensi, dan audit
aspek efektivitas.
Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, audit kinerja adalah
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas
pemeriksaan aspek ekonomis dan efisiensi serta pemeriksaanatas aspek
efektivitas, termasuk juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalianintern.
Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), audit
kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit
aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

Atas penjelasan dan definisi di atas maka dapat disintesakan bahwa

audit kinerja yang dimaksud dalam pedoman ini adalah audit yang
dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan
risiko atas program strategis/prioritas Bupati dengan sasaran menilai
ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek 3E, menilai
keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan
pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

b. Karakteristik Audit Kinerja antara lain:

1)

2

Audit kinerja harus dapat menjawab apakah sesuatu yang benar telah
dilakukan dengan cara yang benar. Maksudnya adalah bahwa program
prioritas yang diaudit telah dilaksanakan dengan cara yang benar.

Audit kinerja haruslah menggambarkan seperti pemernksaan kesehatan
|medical check up) pelaksanaan suatu program prioritas. Maksudnya
adalah bahwa audit kinerja harus dapat memberikan saran-saran
perbaikan terhadap kinerja program prioritas yang tidak optimal dan

pengelolaan risiko yang belum memadai.




3) Audit kinerja adalah audii for management sehingga diharapkan hasil
audit kinerja vang dilakukan oleh APIP dapat memberikan rekomendasi
perbaikan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja entitas
yvang diaudit.

4)  Audit kinerja memerlukan indikator kinerja sebagal ukuran yang jelas,
sah, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aspek ekonomis,
efisiensi dan efektivitas.

¢. Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kinerja
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Gambar 1.2 Ruang Lingkup Audit Kinerjaatas Program Prioritas

1] Ruang lingkup audit kinerja pada pedoman umum ini adalah area pengawasan
berupa program strategis/program prioritas yang memiliki risiko tngg
sebagaimana tercantum dalam PKPT yang disusun berdasarkan Perencanaan
Pengawasan Berbasis Risiko (FPER). APIP hendaknya melakukan audit kinerja
setidaknya pada program prioritas yvang paling berkontribusi/ paling relevan
dalam menentukan sasaran strategis RPJMD. Namun, apabila APIP telah
memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kKinerja atas beberapa
program prioritas maka audit kinerja yang dilakukan hendaknya ditingkatkan
hingga level sasaran yang ada di RPJMD.

2) Audit kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran
perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk
mengurangi / menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko
dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.




4. Tahapan Audit Kinerja, Metodologi dan kompetensi Kebutuhan SDM

Gambar 1.3 Tahapan Proses Audit Kinerja Tahapan Proses audit kinerja

a. Tahapan Proses audit kinerja
1} Tahap Perencanaan

2)

Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri dari persiapan penugasan,
penetapan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis audifi,
identifikasi dan penilaian risiko utama serta pengendalian utama. Hasil
dari tahapan perencanaan adalah Survey Pendahuluan, kesepakatan
penctapan indikator kinerja, model audit kinerja, penetapan TAO dan
Program Kerja Audit (PKA) rencana pengujian bukti yang akan dilakukan
pada saat tahapan pelaksanaan audit Kinerja.

Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengukuran, penilaian
dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek
ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja
dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja
tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) vang capaian kinerjanya tidak optimal atau
indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat *berhasil” dari
target yang telah ditetapkan.




Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan
dijadikan area of improvement yvang perlu diidentifikasi penyebab halkaki
dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan
pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama
yvang ada pada auditi.
Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-
masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan bukti-bukti yang ada
atas program prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan
digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas
berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap
perencanaan,

3) Tahap Komunikasi Hasil Audit
Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan
simpulan, temuan dan usulan rekomendasi, APIP perlu
mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada Pimpinan/Manajemen
Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan auditi, APIP
sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu
dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk
memastikan kembali bahwa isi dan notisi hasil audit (simpulan sementara)
telah didukung dengan bukti vang relevan, kompeten dan cukup.
Selanjutnya, untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil
pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir
secara formal dengan auditi. Pembahasan akhir hendaknya dilakukan
dengan efektifl dan menghasilkan kesepakatan. Pembahasan akhir
hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan
dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun auditi.
Pengkomunikasian hasil audit APIP yang di dalamnya terdapat
rckomendasi dan saran sangal penting bagi auditi untuk memperbaiki
kelemahan dan kekurangan yvang ada sesuai saran yang telah diberikan
APIP. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurang dampak
masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki Kelemahan
pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurang
tingkat risiko organisasi sehingga outcome dari audit kinerja dapat tercapai.

b. Metodologi/Pendekatan dalam pelaksanaan audit kinerja

Metodologi/ Pendekatan dalam pelaksanaan audit kinerja dapat dilakukan

dengan metode sebagai berikul ¢

1) Pendekatan Integrated Performance Management System (IPMS) yaitu
sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan menetapkan
tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi
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keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Pendekatan ini lebih tepat
untuk mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan penodik
seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik
satu tahunan maupun lima tahunan.

Untuk contoh membangun model IPMS sebagaimana tercantum dalam
Format-1.

Catatan: metodologi TPMS penerapannya tergantung dari kompleksitas
program prioritas yang terpiih menjadi area pengawasan audit Kinerja
seperti, antara lain seberapa banyak PD yang terlibat, seberapa banyak
indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang mendukung
kunci keberhasilan program tersebut. Semakin banyak PD dan indikator
kinerja dalam program tersebut, maka metodologi IPMS yang dibangun
akan semakin kompleks.

Pendekatan Balance scorecard yaitu sebuah pengukuran kinerja dengan
menggunakan empat perspektif yaitu keuangan, stakeholders, bisnis
proses, dan learning process and growih Pendekatan tersebut dapat
dimodifikasi sesuai dengan proses bisnis yang ada di sektor publik.
Pendekatan ini dapat digunakan untuk program rutin/berkelanjutan
secara terus menerus yang berorientasi kepada keuangan, stakeholders,
bisnis proses, dan learmning process and growth seperti pada proses bisnis
pada unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP]) yang proses
bisnisnya terus menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung
dengan stakeholders. Untuk contoh Pendekatan DBalance Scorecard
terdapat sebagaimana tercantum dalam Format-2.

Pendekatan Logic yaitu suatu metode pengukuran vang menguraikan
hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan
komponen indikator kinerja seperti input, output, dan outcome.
Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian
suatu program/kegiatan. Untuk contoh pendekatan Logic sebagaimana
tercantum dalam Format-3.

Kompetensi Kebutuhan 3DM

Dalam pelaksanaan tugas, APIP wajib mengikuti standar audit yvang telah
ditetapkan. Untuk pelaksanaan suatu audit kinerja, APIP perlu mempunyai
kompetensi dan kecermatan profesional (standar 2000, AAIPI} mengenai audit
kinerja. Kompetensi tersebut didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan
pengalaman dalam melakukan audit kinerja (Knowledge, Skill, dan Attitude).
Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal
(Standar 2014, AAIPI), apabila tidak ada SDM APIP yvang mempunyai keahlian
yang diharapkan.



LUI.

Dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa SDM APIP yang melakukan audit
kinerja adalah SDM APIP yvang telah terlatih untuk melakukan audit kinerja,
memahami pengukuran kinerja dan memahami proses bisnis auditi. APIP harus
mampu menjadi early warming system kepada pimpinan organisasi untuk
melakukan tindakan-tindakan perbaikan. APIP perlu memiliki pengetahuan dan
keterampilan di berbagai bidang teknis yang selaras dengan proses bisnis auditi.
Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja

Audit kinerja hendaknya dilaksanakan atas auditi vang telah memiliki indikator
kinerja sebagai ukuran kinerjanya. APIP dapat menilai kelayakan indikator Kinerja
auditi dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis
organisasi, best practice serta pertimbangan profesional APIP. Adapun syarat
indikator kinerja vang baik yaitu dapat diukur, relevan, dan mudah dimengerti
serta dapat memberikan informasi yang tepat tentang capaian kinerja. Berikut
adalah contoh reviu indikator kinerja:

Ho Basarun Indikator Bpesifik | Dapat Relevan Baran
Btrategis Einerja diukuy Indilestor
Pengganti
1 | Meningkatnyva ketepatan | % penerbitan IMB yang Ya Ya Ya
waktu penerbitan [IMB assual dengan standar
willetiy |y
@ Memngkatnya kepastian Jumlah perubahanfrevisl | va Ta Ta =
hukum atas Tata ruang atAas rencana
din wilayah tats ruang wilvah
3 Meningkatnya %o retribusi IMB yang Ya YR Thdak, Retribus % IMB
pajak retribusi daerah akurat yang almurat tidalg ki
atas layanan [MB 1:|-=|.'u.r|.'| ada
peningkatan
retribusi

Tabel 1.3 Contoh Reviu Indikator Kinerja Sumber: Modul Audit Kinerja

Indikator kinerja hendaknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area- area
kritis dari proses bisnis auditi sebagai dasar pengembangan Crifical Success Factor
[CSF), dan penilaian risk register strategis auditi.

Pada dasarnya perumusan indikator kinerja merupakan tanggung jawab pihak
manajemen auditi, Penetapan indikator kinerja dan skala pengukuran Kinerja
hendaknya melalui kesepakatan bersama antara APIP dan auditi dengan
memperhatikan risiko strategis, proses bisnis auditi dan tujuan dan program
strategis vang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Indikator,




Contoh Berita Acara Kesepakatan sebagai berikut:

BERITA ACARA HESEFAHATAN

PFARAMETER HINERJA
DALAM RANGHA AUDIT HINERIA
PADA ue
Prda har iod ..., trnggal e Bulan e Tohidfl weceias, berdasarkan Siural Perbital Tuges [napekmnir Kabupaten
HATRWANE MO o coseen-INER TANEEA] wovisis o Pernngkat Daemab oo unink melaksanakan Auwdit Kineria paida Program
mmmmmmm ~padn .........obongen Kebwpaten Korewang, teinh dilaloakan leesepaloatan antaca Auditor dan Anditl aras parameter

kinerja vang akan digenokan meliputi 3E (Ekonomis, Efigien, dan Efektf].

Yang bertanda tangan di bawah il |
Warna P R ek V(e ol S L L LRt ol b R

NP B A i R R
Jahatan

Eelaloy PPTR/PPK /KPA pida progracm |/ Kegiabnd . ... c...o.oo o
Menvatakan bahwa penguburan JE (Ekonomils, Efisien, dan Efeksl) atns program (kegintan tersebut sdalah sebagar berikut:

1. Ekonomis
Andit atas sapek skonomis mencakup perbandingom kesssian aniara realisssi belanja dengan S3H dan hargs pasar
meliput ;
i.  Proporel kemponen reallsas) belanja kegiatnn yang scsual dengon Standar Satvan Harge [85H,
b, Proporsl calupan Standar Satuan Hargn terhadap Komponen realinasi belanja hegiatan;
€. Proporsi realisssl belanja vang sesuai dengan harga pembanding yang wajar.
Pengukiinm Standar ekonomis tersebut telah dijelaskan /belum dijelaskan dalam dokumen RAK.

a. Efiuiensi
Efigiennt berkaitan dengan Perbandingnn amtara realisasi belanj dengan alokasi anggnmn meliputi
a. Perbandingon renlisnei belanjs setiap satoan keluaran § kode rekening dengan slokas angparsn setiap aaliam
keluaran [/ kode rekening;
. Proporsi kesesunion realisasi harge satunn pekerjonn/belanja dibandingkan dengan harga sataan anggaorsn
pekeraan belana
Penpuburan Standar efisenal terschut telab dijeloskon belom dijelosian dalem doboumen KAK.

a. Efsktivitas
Efcktivitns berkpitan dengan Perbandingan aniora pencapoisn indikator keluacan dengan indikater  kelusran
subkeglatan dan indikator kelunmn setiap belanja meliputi:
a  Perbandingan realiassi keluaran (barangsjasa )/ pekenean) dan setinp belanja dibandinghkan dengan mrgst keluamn
[koeGaien: rarang jasaf pekerjaan) untuk alokas) anggaran belanga yang sama;
b, HKesesuaian realismsi Geik sAmpsd pads perode tertentu dibandingkan target realisasd sk padae periode yang sama.
Pengukurim Standar efeiktifitas tersebut telah difelaskan fbolam difjelaskan dalam dolumen KAK.

4, Indikator kimerga adalah ukoran kuantietif dan kualitntf yeng menggmmborksn tngkat pencapeinn suata
kegatan,/ program dan sasaran yang tefah ditetapian.

5. Usttuk gradast/skala pengulouran knege disspabat dengan audit, s=hagal beribouat ;

Contoh Tabal 1.4 Skals Peaguburan Kinera

Slor Kabogom

B5  shor £ 100 Berhasil
Tih = skeor < B9 Culkup Berhaxil
50 = aleor <TI0 Kurang Berhasil




[ 0 % akor = 50 Tidak Berhasi

Demilaan berita acara kesepakatan ind, untak dapat digonaken sebagaimang mestinva.

Mengetahui dan menyrtujul, Yong Menyatakan
Eepali -........ Ferangkat Daerals,,...... Kepnla Bag/Bid fSedore. MEasie. . ..oomiiai.
AP oy mian | R

Yang Menyatakan
Kepala Bag/Bid /Selre [lkasie.. ...

Kepala Bag) Bid/ Sekre JEESIE. ..o

B ..o crmiasiainnnnss

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatil dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran yang
telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut terdiri atas input, output, outcome,
manfaat dan dampak. Untuk gradasi/skala pengukuran kinerja sebaiknyva juga
disepakati dengan auditi, berikut adalah contoh skala pengukuran kinerja yang
biasa digunakan:

Skor Kategori
85 < skor £ 100 Berhasil
70 = skor = 85 Cukup Berhasil
50 = skor < 70 Kurang Berhasil
0 = skor < 50 Tidak
Berhasil

6. Konsep Ekonomis, Efektif, dan Efisien

Sudtenmiey
Imparts b
L]
e [rogenoe Fortar »
Bty o
]
L
Oojecinves - gt " Process . el
L
i i
EFigiin

Gambar 1.4 Honsep Aspek 3E
Sumber: diolah dari berbagai sumber
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a. Pengertian Ekonomis
Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan
dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat.
Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan
dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yvangditerapkan.
Audit atas aspek ekonomis meliputi:

1) Apakah barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan
kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan
barang atau jasa yang sama yang terdapat dalam standar harga/e-catalog
dan harga asosiasi; dan

2) Apakah barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus
dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yvang sama
vang terdapat dalam standar harga/ e-catalog dan harga asosiasi.

b. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan oufput. Suatu entitas

dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan

jumlah mmput tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan
memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensi meliputi:

1) Apakah input vang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai
secara optimal;

2) Apakah output vang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input;

3} Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat
diperoleh dari input yang digunakan.

c. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan

hubungan antara oufput yvang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai

(outcomes). Efektif berarti output vang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang

ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi:

1) Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana
diharapkan;

2] Apakah output vang dihasilkan konsisten dengan tujuan yangditetapkan;

3] Apakah oufcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkandan
bukan dari pengaruh lingkungan luar.

Untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari outcomes berupa
dampak, akan tetapi pengulkuran efektivitas sampai pada dampak memerlukan
ruang lingkup pengukuran kinerja yang lebih luas dan besar, sehingga untuk
sampai saat ini pengukuran efektivitas hanya berupa manfaal oulpui dari
tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Contoh Tlustrasi Aspek 3E sebagaimana
tercantum dalam Format-4.
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7. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Audit Kinerja ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab im1 membahas latar belakang dan Grand Design Audit Kinerja dalam
Peningkatan Kapabilitas APIP; Pengertian, karakteristik, tujuan dan ruang
hingkup audit kinerja serta tahapan, metodologi dan kompetensi kebutuhan
SDM dalam melakukan audit linerja; Penjelasan mengenai pemilihan dan
penetapan indikator kinerja serta konsep 3E.

Bab II Perencanaan Audit Kinerja

Bab ini membahas mengenai persiapan, penentuan tujuan dan ruang lingkup
audit kinerja; pemahaman proses bisnis auditi, identifikasi dan penilaian risiko
utama serta desain pengendalian utama; Kesepakatan penetapan indikator
kinerja, bobot penilaian dengan auditi dan dituangkan dalam Benta Acara
Kesepakatan dan penyusunan PKA.

Bab III Pelaksanaan Audit Kinerja

Bab ini membahas mengenai pengumpulan dan pengujian bukti atas
penetapan indikator kinerja yang telah disepakati serta pelaksanaan PKA
Pengujian dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel yang
memadai; Melakukan pengujian bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan
capaian hasil kinerja serta mengidentifikasi penyebab capaian kinerja yang
tidak optimal dengan melakukan pengujian atas risiko utama dan efektivitas
pengendalian utama; Menyusun temuan dan simpulan hasil audit yang
didukung dengan pendokumentasian hasil audit.

Bab IV Pengkomunikasian Hasil Audit dan Tindak Lanjut

Bab ini membahas mengenai penghomunikasian hasil audit yang dilakukan
pembahasan bersama dengan auditi dan dituangkan dalam Berita Acara
kesepakatan. Setelah itu, dilakukan penyvusunan dan penyampaian hasil
laporan pengawasan yang disertai dengan monitoring tindak lanjut hasil audit.
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BAB I
PERENCANAAN AUDIT KINERJA

1. Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja
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Gambar 2.1.
Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja

Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri dari: persiapan penugasan, penentuan
tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi dan penilaian
risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan indikator kinerja,
bobot dan penyusunan PKA rencana pengujian.
2. Persiapan

Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan audit kinerja
dapat dilaksanakan dengan baik. Audit kinerja dilakukan atas area pengawasan
vang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

a) Mengidentifikasi mandat/kewenangan APIP, kebijakan dan peraturan umum
terkait program dan informasi vang relevan atas program prioritas yang
terpilih.

Hal tersebut dapat diperoleh melalui dokumen internal AuditChapter (IAC),
RPJMD, Renstra, Isu terkini, besaran anggaran, dan kejadian temuan tahun
schelumnya. Hasil identifikasi ini dapat dijadikan Potencial Audit Objective
(PAO).
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b) Mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan memperhatikan
kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan yvang akan
dilakukan.

¢) Mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk mencapai

sasaran penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja Audit (PKA)
Perencanaan.

. Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup

Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis pada awal
penugasan. Kegagalan menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit secara jelas
dapat membuat pekerjaan tim tidak selaras dengan penugasan.

a) Agar sasaran/tujuan audit kinerja dapat dicapai, APIP perlu menectapkan
ruang lingkup penugasan yang memadai. Pernyataan ruang lingkup perlu
dibuat untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam
penugasan

bl Tujuan audit kinerja yvaitu APIP melaksanakan pengukuran, penilaian dan
pelaporan atas aspek ketaatan serta aspek 3E atas capaian kinerja program
prioritas.

¢} Selan itu, APIP dapat memberikan nila: tambah pada perbaikan tata kelola,
pengelolaan nsiko dan pengendalian pada auditi sehingga outcome audit
kinerja dapat tercapai.

Adapun ruang lingkup yang terkait audit kinerja dalam pedoman umum ini

adalah program prioritas (area pengawasan) periode tertentu vang ditetapkan

dalam PPBR, menjadi concern/perhatian pimpinan daerah dan telah memiliki
indikator kinerja sehingga APIP dapat melaksanakan penugasan audit kinenja.

. Pemahaman Proses Bisnis Auditi

Setelah APIP menentukan tujuan dan ruang lingkupnya, maka tahap selanjutnya

adalah pemahaman proses bisnis auditi oleh APIP. Hal tersebut dilakukan agar

APIP memahami kegiatan pokok, tugas dan [ungsi, isu dan permasalahan yvang

dihadapi, peraturan yang terkait dengan program prioritas, anggaran yang

diperoleh, informasi mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang
mendukung keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan,

APIP dalam pemahaman proses bisnis perlu mendalami dan mengidentifikasi

seluruh tingkatan pencapaian tujuan organisasi baik dan operasional dan tujuan

strategis. Adapun hal-hal yvang perlu dilakukan dalam pemahaman proses bisnis
auditi yaitu:

a) ldentifikasi keselarasan antara program prioritas di RPJMD, RKPD, dengan
Renstra, RKT dan RKA masing-masing PD yang terkait dengan program
prioritas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya revisi RPJMD dari
Bupati.
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b)

d)

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa
dilanjutkan pada langkah berikutnya. Contoh Kertas Kerja Penyelarasan
sebagaimana tercantum dalam Format-3.

Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU)
di RPJMD, apakah indikator kinerja utama atas program prioritas yang ada
di RPJMD telah cukup/layak untuk digunakan dan dijadikan ukuran dalam
pencapaian program prioritas sehingga diharapkan IKU yang ada dapat
menggambarkan pencapaian program prioritas.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa
dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Contoh kertas kerja evaluasi ketepatan IKU sebagaimana tercantum dalam
Format-6.

[dentifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait dengan
unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis dilakukan untuk
memperoleh  informasi awal apakah lingkungan  pengendalian
kondusif/ memadai untuk mendukung capaian program prioritas.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa
dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Contoh KRertas Kerja Kondisi Lingkungan Pengendalian sebagaimana
tercantum dalam Format-7,

Identifikasi program  prioritas terkait dengan regulasi/pedoman,
juklal/juknis, kebjakan teknis dan SOF yang ada dari K/L serta Perangkat
Daerah (PD) yang terkait dengan program prioritas. ldentifikasi
aktor/pelaksana program prioritas yaitu PD Utama dan PD Pendukung
termasuk peran, tugas pokok, fungsi dan proses bisnis dari PD tersebut
sampai dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada unit-unit teknis terkait
beserta struktur organisasi.

Identifikasi area-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dari
aktor/pelaksana program tersebut, pelajan informasi hasil audit sebelumnya,
issue/permasalahan atas program, kemudian area kritis tersebut
dikembangkan untuk dapat dijadikan Critical Success Factor (CSF). Pada saat
pemahaman proses bisnis auditi, APIP dapal menilai kelayakan (reviu)
indikator kinerja yang telah ada dengan memperhatikan standar pelayanan
minimal, tujuan sirategis organisasi, best practice serta pertimbangan
profesional APIP. Contoh Kertas Kerja Reviu Indikator Kinerja sebagaimana
tercantum dalam Format-8.
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5. Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Desain Pengendalian UtamaTujuan
dari tahap identifikasi nsiko adalah untuk menentukan risiko-nisiko utama yang
berpotensi menghambat pencapaian kinerja program prioritas. Adapun
pengertian dari risiko utama adalah risiko strategis yang menganggu pencapaian
tujuan organisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai risiko
tinggi/ risiko sangat tinggi. Risiko strategis Pemerintah Daerah yang merupakan
rigsikostrategis dan risiko operasional lintas PD yang penanganannya tidak dapat
dilakukan oleh PD tertentu/bukan kewenangan PD tertentu, sehingga
memeriukan penanganan Bupati. APIP perlu dapat mengidentifikasi risiko yang
menghambat pencapaian Kinerja program atau dengan kata lain risiko di level
mana yang belum ditangani dengan baik yang mengganggu pencapaian tujuan
strategis Pemernintah Daerah, apakah di level strategis Pemerintah Daerah,
strategis PD atau operasional PD,

Identifikasi dan penilaian rigiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk
register dan profil risiko auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya, apakah
divalidasi Bupati atau Pimpinan PD vang disertai dengan data dukungberupa
analigis dokumen, S0P, dan laporan kegiatan. APIP perlu melakukan penilaian
register nisiko (evaluasi register nsiko] untuk memastikan validitas nsk register
auditi. Hal tersebut karena risk register manajemen risiko Pemerintah Daerah
sebagian besar masih dalam tahap pengembangan/penerapan awal sechingea
register misiko tersebut belum dapat diandalkan sepenuhnya [mengingat
kematangan manajemen risiko belum mencapai Level 4).

Evaluasi risk register auditi dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming
dengan Pimpinan PD yang terkait program prioritas, dan pegawai kunci yang
menjalankan /mengetahul program tersebut disertai hasil analisis atas data
historis, benchmarking, hasil riset dan hasil kajian mengenai risiko (sebab,
dampak, kemungkinan terjadinya).

Hasil dari evaluasi register risiko tersebut maka APIP dapat membuat
daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemerintah Daerah, risiko
strategis PD dan risiko operasional PD vang berpotensi menghambat pencapaian
program proritas,

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan
pada langkah berikutnya.
Contoh Evaluasi Register Risiko sebagaimana tercantum dalam Format-9.

APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko vang ada
pada proses bisnis auditi dan mengidentifikasi risiko utama/risiko inheren yang
tinggl/sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
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Setelah mendapatkan risiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalian-
pengendalian atas daftar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi.
Pengendalian yang telah ada pada daftar risiko utama (tinggi dan sangat tinggi)
tersebut kemudian APIP mengidentifikasi pengendalian utamanya. Pengendalian
utama yang telah ditetapkan kemudian diberikan simpulan atas kecukupan
desain pengendalian utama terhadap risiko utama.

Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama
diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama telah
dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah sesuai dengan
proses penilaian risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan
dampak yang timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan.
Setelah melakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama
atas daftar risiko utama, APIP berdiskusi dengan auditi/manajemen untuk
menyepakati  indikator  kinerja, bobot penilaian dan membangun
model / metodologi yang akandigunakan dalam pelaksanaan audit kinerja.

. Penetapan Indikator Kinerja, Bobot Penilaian dan Penyusunan Rencana Dalam
audit kinerja, APIP seyogyanya menetapkan/memilih audit kinerja atasprogram
prioritas yang telah memiliki indikator kinerja, Selanjutnya, hal vang perlu
diperhatikan APIP adalah indikator kinerja yang ada tersebut seyogyanyapada
tahap perencanaan telah dilakukan reviu kelayakan oleh AFIP, telah dilakukan
pembahasan dan kesepakatan dengan pihak auditi/manajemen atas indikator
kinerja, bobot penilaian dan skala/gradasi pengukuran kinerja.

Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara
auditor dengan auditi.

Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan audit kinerjaadalah
menyusun program kerja audit termasuk rencana pengujian rinci (PKA
Pelaksanaan) dan alokasi sumber daya mengenai anggaran waktu pengujian
serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. Pada proses ini
diperlukan pengalaman APIP dalam menentukan dan membuat rencana
pengujian, penentuan jumlah waktu, biaya dan jadwal pengujian agar dapat
diselesaikan tepat waktu.

Dalam penyusunan rencana pengujian perlu memperhatikan tujuan audit
dan ruang lingkup audit serta indikator kinerja yang telah disepakati bersama.
APIP dalam melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pada tahap
pelaksanaan audit kinerja dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti
pada area-area kritis atas capaian kinerja setiap indikator kinerja kegiatan yang
mendukung program  prioritas  sehingga APIP dapat memberikan
saran/rekomendasi perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian
intern dalam pencapaiankinerja program prioritas dan tujuan organisasi.
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Gambar 3.1
Gambaran Pelaksanaan Audit Kinerja

Proses pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengujian untuk
mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program
prioritas, sechingga APIP dapat:

a. menilal dan menyvimpulkan lkinerja dari program prioritas tersebut dan
aspek ketaatan dan aspek 3E;

b. mengidentifikasi dan menganalisis penyvebab-penyebab tidak optimalnya
kinerja atas program prioritas;

€. menyusun simpulan serta temuan audit;

d. memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan
kinerja, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian dan Governance Risk
Control.

Dalam pedoman umum audit kinerja ini, APIP mengumpulkan dan menguji
atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E,
serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model /metodologi
vang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian
diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area/indikator kinerja kegiatan
yang capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian kinerjanya masihdi
bawah batas predikat *berhasil” darn target yang telah ditetapkan.

Atas indikator kinerja vang capaiannya masih di bawah tersebut akan
dijadikan area of improvement vang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan
diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risike dan pengendalian,
terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yvang ada pada audit.
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Seperti contoh, APIP akan menguji apakah proses identifikasi dan
penetapan risiko utama atas Indikator Kinerja Kegiatan (TKK) yang tidak optimal
dalam mendukung program prioritas. APIP perlu menguji proses tersebut untuk
dapat menganalisis apakah risiko-rigsiko utama atas [KK telah diidentifikasi,
dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen. Apabila ditemukan
adanyva penetapan risiko utama atas IKK yang tidak tepat atau ditemukannya
risiko utama yang belum teridentifikasi oleh manajemen, maka risiko vang tidak
tepat atau risiko utama yang belum teridentifikasi tersebut dapatl dijadikan
ternuan awal bagi APIP dalam rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas
program tersebut, Setelah menguji proses penetapan risiko utama, APIP dapat
menguji efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan standar audit,
dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan sistemn pengendalian intern
dan menguji penerapannya/efektivitas dari pengendalian intern auditi. Pengujian
efektivitas pengendalian utama atas IKK yvang capaiankinerjanya tidak optimal
yvaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dan desain
pengendalian  serta  membandingkan — desain  pengendalian  dengan
implementasinya.Adapun contoh teknik pengujiannya dapat berupa melihat form
dan substansi dokumen pengendalian, pengamatan atas prosedur/S0OP dengan
implementasi di lapangan dan lakukan penilaian apakah yang tertulis di SOP
telah dilakukan dengan cara yang tepat, oleh orang yang tepat dan
terdokumentasi dengan baik, melakukan reperformance serta wawancara.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-
masing Indikator Kinerja Kegiatan [IKK) berdasarkan bukti-bukti yang ada atas
program prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP
dalamm membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas vang didukung
dengan bukti-bukti vang telah didokumentasikan oleh APIP berdasarkan kriteria
indikator Kinerja vang telah disepakati di tahap perencanaan.

Diharapkan APIP dapatl memberikan saran dan rekomendasi perbaikan
kinerja untuk mengurangi atau menghilangkan dampak, saran pengelolaan risiko
dan pengendalian yang mengarah pada tindakan nyata, sertadapat dilaksanakan
oleh auditi.

. Teknik Audit, Bukti Audit dan Teknik Sampel

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapathkan
bukti-bukti vang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan teknik
audit dan teknik sampel. Sehingga, APIP diharapkan memperoleh bukti yang
material dan relevan serta sampel vang representative. Hal tersebut dilakukan
agar pekerjaan APIP menjadi profesional dimana hasil audit mempunyai dasar

yang kuat dalam penyusunan temuan dan simpulan hasil audit. Berikut adalah
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hubungan antara teknik dan jenis bukt audit yvang dapat diperoleh:
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Gambar 3.2 Hubungan Teknik Audit dengan Bukti Audit

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP saat melakukan pengumpulan
dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya besaran pengujian yang
akan dilakukan. Besaran luasnya pengujian tersebut tidak perlu dilakukan audit
secara keseluruhan melainkan dapat dilakukan sampel sesuai dengan tingkat
kevakinan yang diharapkan melalui teknik pemilihan sampel. Agar pemilihan
sampel dapat benar representative maka dapal menggunakan contoh
rumus/tabel statistik yvang biasa digunakan dalam menentukan jumlah sampel
antara lain:
a. Rumus Slovin
n=N/N{d2+ 1
n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig.= 0,05,
Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam layanan
administrasi kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal tersebutAPIP tidak
akan menguji secara keseluruhan melainkan menggunakan sampel dengan
pertimbangan profesionalnya dengan menggunakan rumusslovin dan tingkat
kesalahan yang dikehendaki adalah 3%, maka jumlah sampel yang akan
dilakukan pengujian oleh APIP adalah :
N =125/ 125 (0,05)2 + 1 = 95,23, dibulatkan 95
b. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael
APIP selain menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel vang
representative juga dapat menggunakan tabel Isaac dan Michael.
Di manadalam table tersebut telah tersedia tingkat kesalahan sebesar 1%, 5%
dan 10%. Dengan tabel ini, APIP dapat secara langsung menentukan besaran
sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang
dikehendald.
Jumlah sampling minimal
APIP saat melakukan audit/pengawasan yang ruang ingkupnya tidak terlalu
besar, maka dapat menggunakan jumlah sampling minimal seperti yang
disebutkan Roscoe dalam Sugivono (2010: 131) mengatakan bahwa ukuran
sampel yvang layvak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500, Bila
populasi kurang dari 30, seyogyanya diambil keseluruhan.

21



3. Pengujian Aspek Ketaatan, Aspek Kinerja (3E] dan Capaian hasil Kinerja Dalam
proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti
atas hasil pengujian sampel yvang terpilih atas aspek ketaatandan aspek 3E.
Selain itu, APIP juga melakukan penilaian dan penyimpulan capaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja dan model /metodologi yang telah disepakati pada
tahap perencanaan. Penilaian dan penyimpulan kinerja juga didasarkan atas
kontribusi dari masing-masing aktor/PD pelaksana program prioritas.

APIP dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan yaitu APIP dapat
memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistemn yang diaudit atas
program prioritas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
kebijakan, prosedur yang berlaku dan peraturan terkait, serta kriteria/ ketentuan
vang berlaku lainnya. Selanjutnya yaitu pengujian terkait aspek 3JE yang
dilakukan oleh APIP, seperti contoh aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat
menguji bagaimana perolehan input mengenai barang dan jasa maupun
perolehan input kegiatan yang mendukung program prioritas. APIP juga perlu
melihat perolehan input tersebut dengan hasil cwtput untuk melihat aspek
efisien, apakah auditi telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber
dayanya secara hemat dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya
ketidakhematan dan ketidakefisienan. Sedangkan untuk pengukuran dan
penilaian aspek efektivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program
atau manfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai sejauh
mana kegiatan auditi dalam pelaksanaan program yang bersangkutan mencapai
tujuan.

Setelah itu, APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing- masing
indikator kinerja kegiatan yang mendukungprogram prioritas berdasarkan hasil
pengujian atas aspek ketaatan dan aspek 3E tersebut. Hasil capaian kinerja
indikator kinerja kegiatan tersebut yang tidak tercapai/tidak optimal kemudian
diidentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kinerja atau
indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target
vang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah
tersebut akan dijadikan area of improvement yang perlu diidentifikasi penyebab
hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan
pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang
ada pada auditi.

Adapun pada saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program tersebut masih
berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka penilaian 3E dan
pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek ekonomis dan efisiensinya saja
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tanpa perlu melihat efektivitas dari program tersebut. Namun, jika telah memiliki
sasaran antara, maka dapat dilihat efektivitasnya.
. Pengujian Risiko Utama atas Area IKK yang Tidak Optimal Capaian Kinerjanya
APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainya
capaian kinerja seyogyanya dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan risiko
utama serta efektivitas pengendalian vang dilakukan oleh manajemen. Penyebab
capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal dianalisis risiko utama /risiko
strategis (tinggi dan sangat tinggi) terutama yang telah ditetapkan oleh
auditi/manajemen. APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses
identifikasi dan penetapan risiko yang dilakukan oleh auditi/manajemen telah
memadai atau tidak, APIP perlu melakukan pengujian apakah risiko utama telah
diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen.

Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama yang tidak tepal alau

ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh manajemen pada saat

proses penyusunan risiko, maka risiko yang tidak tepat atau risiko utama yang
tidak teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan bagi APIP dalam rangka
saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.

Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan penilaian

risiko yaitu:

a. dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai
dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja);

b. dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
dapatkan dokumen register risiko terbaru yang telah diupdate dan telah
di tandatangani pimpinan PD serta dokumen terkait lainnya;

d. lakukan pengujian dan penilaian atas penetapan konteks, baik tingkat
strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis PD maupun tUngkat
operasional PD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah
risiko-risiko vang ditetapkan telah mengacu pada tujuan dan sasaran
strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra PD);

e. lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak, serta
penetapan selera risiko telah sesuai dengan kebijakan MR Pemerintah
Daerah;

f. lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identifikasi risiko, mulai darn
prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami proses
bisnis dan risikonya, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dan
menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan,
identifikasi risiko pada setiap kegiatan/program yang dapat menghambat
pencapaian tujuan, Apakah penetapan risiko operasional, risiko strategis dan
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risiko entitas Pemerintah Daerah terkait program tersebut telah tepat, apakah
masih ada risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) yang belum diidentifikasi
oleh manajemen;

g lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan dengan pemberian
nilai probabilitas dan dampak, apakah telah melibatkan proses yang objektif
melalui workshop/FGD /lainnya dengan melibatkan pihak-pihak yang tepat
{memahami proses bisnis dan risiko);

h. lakukan penilaian atas evaluasi risiko, termasuk penyusunan profil risiko
dan pemetasnnya sesuai dengan Kkebijakan manajemen mnisiko yang
ditetapkan;

i, pastikan seluruh risiko signifikan organisasi telah diidentifikasi, dianalisis
dan dievaluasi dengan baik oleh manajemen.

Setelah langkah kerja sebagaimana rincian di atas dilaksanakan,
selanjutnya perlu di dokumentasikan dalam kertas kerja.

5. Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama atas Area IKK yang Tidak Optimal

Capaian Kinerjanya.
Setelah melakukan pengujian proses risiko utama, APIP selanjutnya melakukan
pengujian atas efektivitas pengendalian atas risiko utama tersebut.
Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan
sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya/efektivitas dari
pengendalian intern auditi/manajemen. Pengujian efcktivitas pengendalian
utama yaitu denganmelihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari
desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan
implementasinya. Tujuan pengujian efektivitas pengendalian adalah untuk
memberikan keyakinan bahwa pengendalian atas risiko utama telah mampu
menurunkan risiko sampai tingkat yang dapat diterima (berada dalam area selera
risiko).

Adapun pengujian ketepatan desain pengendalian utama yaitu, APIP

menilai/menganalisis apakah desain pengendalian yang dibuat dan dilakukan

manajemen telah tepat/sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan manajemen
terkait atas pengendalian risiko utama (tinggl dan sangat tinggi).

Pada saat APIP menguji ketepatan desain ada kemungkinan terdapat tiga kondisi

yang ditemui oleh APIP yaitu:

a. Kondisi pertama, kemungkinan APIP menemum kondisi rancangan
pengendalian vang berlebihan, artinya pengendalian yang dirancang auditi
terlalu ketat sehingga terdapat pengendalian yang sebenarnya tidak perlu.
Meskipun pada kenyataannya risiko berhasil ditekan sampai level yang dapat
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diterima, namun pengendalian yang berlebihan hanya akan menambah biaya
bagi organisasi. seperti contoh, untuk mengamankan kas dari risiko
kecurian, maka manajemen menyimpan uang dalam brankas dan
menempatkan satpam yang khusus menjaga brankas itu 24 jam. Jika
nilai nominal uang dalam brankas tidak signifikan, maka penempatan dalam
brankas vang terkunci, aksesnya dibatasi, dan pemasangan CCTV telah
memadai untuk mengamankannya dari risiko kecurian, sehingga tidak
perlu menyewa satpam untuk menjaganya 24 jam. Dalam kondisiini, APIP
dapat merekomendasikan untuk menghilangkan pengendalian yang tidak
perlu, karena hanya akan memboroskan sumber daya. Dalam contoh di
atas, rekomendasinya adalah dengan mengurangi pengendalian berupa
penjagaan satpam 24 jam.

Kondisi kedua, terdapat kemungkinan rancangan pengendalian yang
kurang, artinya pengendalian yang ada belum mampu menurunkan risiko
sampai level yang dapat diterima. Untuk kondisi ini, APIP dapat
merekomendasikan pengendalian tambahan yang perfu dilakukan oleh
auditi sehingga mampu menurunkan risiko sampai level vang dapat diterima.
Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa  auditi sesuai dengan
kewenangannya, tidak memungkinkan untuk menurunkan risiko sampai
level yang dapat diterima. Contoh atas risiko yang melibatkan auditiyang
lain, diperlukan mitigasi berupa kebijakan strategis yang sifatnya lintas
sektoral. Untuk kondisi ini, rekomendasi yang diberikan oleh APIP ditujukan
kepada level yang lebih strategis yaitu pimpinan tertinggi organisasi,
schingga mitigasi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Kondisi ketiga adalah ketika APIP menilai bahwa rancangan pengendalian
telah memadai (tidak berlebihan dan tidak kurang), sehingga rekomendasi
yang diberikan adalah untuk memantau risiko secara periodik. Untuk dapat
menyimpulkan pengendalian telah memadai, APIP perlu memahami proses
bisnis yang saat ini sedang berjalan serta mempertimbangkan data/ database
keterjadian risiko. Jika risiko masih sering terjadi, menunjukkan bahwa
pengendalian yang ada belum efektif.

Secara lebih rinci, langkah kerja pengujian rancangan/desain pengendalian
sebagal berilkut:
a. dapatkan dokumen register risiko terakhir unit kerja yang telah divalidasi

b.

pimpinan PD untuk melihat tujuan dan penyataan risiko terkait program;
identifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama pada area [KK
dengan capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal;
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C.

dapatkan kebijakan tertulis atas pengendalian utama dan lakukan
identifikasi atribut pengendalian utama (4W+ 1H), atas risiko utama pada area
KK dengan kinerja tidak tercapai/tidak optimal. Yang dimaksud dengan
atribut pengendalian adalah komponen-komponen dalam pengendalian
tersebut mampu menjawab pertanyaan 4W+1H {apa, siapa, kapan, mengapa
dan bagaimana pengendalian atas risiko), contoh: dalam pelaporan hasil
audit sevogyanva telah melalui reviu berjenjang (approving), dengan atrnibut
pengendalian yaitu (1) apa vang di reviu, (2) siapa yang melakukan reviu,
{3) kapan perlu dilakukan reviu, (4) mengapa perlu dilakukan reviu, dan
(5) bagaimana cara melakukan reviu;

. lakukan reviu ketepatan rencana tindak pengendalian dengan menganalisis

atribut pengendalian apakah telah dirancang sesuai dengan tujuan risike
atas program tersebut sehingga dapat menurunkan risiko ke level yang dapat
diterima, berupa penurunan probabilitas dan dampak, termasuk
menganalisis akar penyebab dan kebutuhan pengendalian tambahan.
Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman desain pengendalian
dapat digambarkan dalam suatu formulir (form) pengendalian. Teknik
pengujian ketepatan desain pengendalian dapat berupa wawancara ke
pegawai kunci yaitupegawai yang memahami proses bisnis dan risiko terkait
substansi form pengendalian tersebut, penelitian dan analisis dokumen serta
prosedur terkait. Apabila dari hasil pengujian desain/rancangan
pengendalian  dinyatakan tidak efektif/tidak tepat maka APIP dapat
memberikan saran penguatan desain pengendalian seperti perbaikan
substansi form pengendalian dalam rangka pencapaian hasil kinerja program.
Selanjutnya, APIP melakukan pengujian kesesuaian implementasi
pengendalian desain pengendalian atas nisiko-risiko utama pada area [KK
dengan capaian kinerja tidak tercapai/tidak optimal. Dalam hal ini, APIP
dapatmelakukan pengujian implementasi pengendalian tersebut bersamaan
dengan pengujian ketepatan rancangan/desain pengendahan,
Jika hasil pengujian ketepatan rancangan pengendalian menunjukkan
bahwa pengendalian belum efektif/belum tepat, maka tetap dilakukan
pengujian implementasi untuk mengetahw komitmen manajemen dalam
implementasi rencana pengendalian.
Pengujian implementasi rancangan pengendalian, dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa teknik sebagal berikut:
1) Observasi/ Inspeksi
a) APIP memperoleh, mengumpulkan dan menganalisis
dokumen /formulir bukti-bukti implementasi pengendalian serta
melakukan reviu kesesuaian  dengan SOP/rancangan
pengendaliannya.
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2)

b) APIP dapat melakukan observasi/inspeksi terutama atas pelaksanaan
pengendalian yang sifatnya berkala, seperti perhitungan fisik
persedinan dan rekonsiliasi realisasi belanja. APIP melihat secara
cermat pelaksanaansuatu kegiatan secara langsung dan menyeluruh.
Hal ini dilakukan untuk meyakini bahwa pengendalian telah
dilaksanakan sesuai dengan rancangannya.

Apabila terdapat perbedaan antara rancangan dengan pelaksanaan
pengendalian, APIP diharapkan dapat mengidentilkasi penyebab
perbedaan  dan menilai dampaknya. Dalam  melaksanakan
observasi/inspeksi, APIP perlu berhati-hati terhadap adanya
kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka
mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi.

Wawancara dan/atau diskusi terfasilitasi dengan pegawai kunci.
Wawancara denpgan pimpinan dan pelaksana pengendalian dapat
memberikan bukti awal mengenai efektivitas rancangan dan
implementasi pengendalian pada suatu organisasi. Wawancara im
mempunyai dua tujuan, yaitu mendapatkan informasi atas pemahaman
pimpinan dan pelaksana pengendalian mengenai rancangan
pengendalian (apa vang seharusnya); dan mengidentifikasi temuan
antara praktik yang ada (apa yang terjadi) dengan prosedur yvang
seharusnya. Sebagai alternatif dari wawancara, APIP dapat mengundang
beberapa pimpinan dan pegawai kunci yang memahami proses bisnis
dan risiko untuk melakukan diskusi yang terfasilitasi untuk menilai
rancangan atau implementasi pengendalian intern.

Diskusi terfasilitasi mempunyai tujuan yang sama dengan wawancara,

tetapi ada beberapa keuntungan apabila menggunakan diskusi ter

fasilitasi, yaitu antara lain:

a) dengan hadirnya pimpinan dan pelaksana pengendalian, APIP akan
mendapat gambaran atas seluruh proses (end-to-end) pengendalian
OTgAnisasi;

b} meningkatkan komunikasi dan pemahaman mengenai prosedur,
pengendalian terkait dan tanggung jawab pimpinan dan pelaksana
pengendalian dalam pencapaian tujuan program.

3) Pelaksanaan ulang suatu kegiatan (reperformance)

Apabila langkah pengujian vang telah dilakukan dirasa belum dapat

memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu pengendalian telah

dijalankan sesuai rancangannya, maka dapat dilakukan reperformance

atas pengendalian tersebut. Seperti contoh, AFIP melaksanakan ulang

reviu atas kertas kerja untuk memastikan bahwa semua aspek yang

seharusnya direviu dan telah direviu serta memastikan kebenaran angka-
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angka dan perhitungan dalam kertas kerja. Jenis pengendalian yang
dapat dilakukan reperformance cukup beragam, misalnya: reviu atasan
langsung, pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi angka,
pembandingan suatu data dengan data lainnya, dan rekonsiliasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengujan
implementasi pengendalian dapat berupa wawancara dengan pegawai
kunci dan pimpinan organisasi, pengamatan atas prosedur/S0P dengan
implementasi di lapangan, reviu dokumen bukti implementasi
pengendalian dan melakukan penilaian apakah yang tertulis di SOP telah
dilakukan dengan cara yang tepat, oleh orang yang tepat dan
terdokumentasi dengan baik, serta reperformance atas pengendalian
intern yang ada. Atas hasil pengujian efektivitas pengendalian utama
tersebut diharapkan AFIP dapat memberikan saran perbaikan efektivitas
pengendalian.

Selanjutnya proses pengujian efektivitas pengendalian utama perlu
didokumentasikan dalam kertas kerja.

6. Penyusunan Temuan dan Simpulan Hasil Audit
Dalam pelaksanaan proses audit Kinerja, ditemukan adanyakondisi yang tidak
sesuai dengan kriteria secara signifikan, maka APIP dapat menyusun dan
mengembangkan temuan serta menyimpulkan hasil audit disertai dengan
rekomendasi. APIP perlu mencari penyebabnya serta mengungkap akibat adanya
perbedaan antara kondisi dengan kriteria. Berikut adalah unsur temuan yang
perlu dipahami oleh APIP.

|. ke ke, ks ™ -’
g ikl
-

Gambar 3.3 Hubungan Unsur Penyusunan Temuan
Sumber: Modul Audit Kinerja Pusdiklatwas
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APIP dalam menyusun temuan berdasarkan bukti-bukti yang ada atas hasil
pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga digunakan APIP dalam
membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan Kritena
indikator kinerja vang telah disepakati di tahap perencanaan yang terkait atas
aspek ketaatan dan aspek 3E.

Jika terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat menganalisis

apa yang menjadi penyebabnya, analisis meliputi faktor penyebab yang

memicu/membuat capaian hasil kinerja tidak tercapai seperti ketidakiepatan
identifikasi risiko utama oleh manajemen, ketidaktepatan desain pengendalian,
dan ketidakefektifan implementasi pengendalian.

Kemudian masing-masing faktor penyebab tersebut diidentifikasi, dirumuskan

solusi dan diberikan saran pemecahan masalahnya (rekomendasi) terkait atas

kondisi dan kriteria yang terjadi.

Rekomendasi vang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak masalah,

meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan

risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi tingkat risiko
organisasi sehingga outcome dari audit kinerja dapat tercapai. Hasil simpulan
sementara disampaikan kepada pimpinan auditi sekaligus klarifikasi untuk
menjadi perhatian, memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan ke depannya.

Adapun contoh dalam penyusunan simpulan sebagai berikut:

a. jika kinerja tidak tercapai atau masih perlu dioptimalkan (berdasarkan hasil
audit kinerja) dan desain serta implementasi pengendalian atas risiko utama
pada area IKK yang belum efektif, maka pencapaian kinerja sampai dengan
akhir periode berpotensi untuk gagal /tidak tercapai;

b. jika kinerja tercapai atau telah optimal (berdasarkan hasil audit kinerjaj,
namun desain serta implementasi pengendalian risiko utama belum efektif
pada area IKK yang mendukung program prioritas, maka pencapaian kinerja
sampai dengan akhir periode berpotensi untuk terhambat.

Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahan yang disebabkan

oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi kriteria, maka APIP

dapat memberikan saran kepada manajemen untuk melakukan telaahan/kajian
atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan untuk
melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Pendokumentasian Audit Kinerja

Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 3330, AAIPI),
APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk
kertas kerja audit. Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat
mendukung simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.
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Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci mencakup sasaran, sumber dan
simpulan yang dibuat oleh APIP sehingga dapat terlihat hubungan antara fakta
dengan simpulan pada laporan hasil audit kinerja APIP. Setiap dokumentasi
kertas kerja perlu direview secara berjenjang guna memastikan bahwa kertas
kerja telah disusun dan memuat informasi hasil pelaksanaan Program Kerja
Audit (PKA) serta memastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah
sesuai dengan standar audit.

Meskipun kertas kerja berisikan informasi mengenai auditi, hak kepemilikan atas
kertas kerja audit berada pada instansi APIP. Pemanfaatan kertas kerja audit oleh
instansi APIP wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
peraturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Contoh Kertas Kerja Utama Pengukuran Indikator Kinerja dan Capaian Program
sebagaimana tercantum dalam Format-10.
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BAB IV
KOMUNIKAS] HASIL AUDIT DAN MONITORING TINDAK LANJUT

1. Perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan,
temuan dan usulan serta rekomendasi APIP perlu mengkomunikasikan hasil audit
kinerja kepada Pimpinan/Manajemen Auditi, Sebelum melaksanakan pembahasan
akhir dengan auditi, APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan
intern perlu dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk
memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit (simpulan sementara) telah
didukung dengan bukti vang relevan, kompeten dan cukup serta untuk
menyamakan persepsi di antara seluruh tim audit agar memiliki pendapat yang
sama pada waktu melakukan pembicaraan akhir dengan auditi. Proses dan hasil
pelaksanaan pembahasan intern tim perlu didokumentasikan di dalam kertas kerja
audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengkomunikasian
hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan auditi.
Pembahasan akhir hendaknya dilakukan dengan efektif dan menghasilkan
kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai
jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dar pihak AFIP
maupun audit.

Kesepakatan hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk
Berita Acara Pembahasan Hasil Audit yang memuat informasi mengenai hasil
kesimpulanaudit, tanggapan auditi, rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak
disepakati, serta hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Contoh
Berita AcaraPembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana tercantum dalam

Format-11.

2. Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan auditi,
APIP segera menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia (Standar 3340, AAIPI), di mana konsep laporan direviu secara
berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali mutu hingga pejabat yang
berwenang danbertanggung jawab. Adapun media dan sarana yang digunakan oleh

APIP selama proses penyusunan laporan hasil audit adalah notisi audit, hasil
pembahasan akhir, dan kertas kerja audit.
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Hasil laporan yang telah disusun APIP, segera mungkin dikomunikasikan dan
didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Standar
Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 4000, AAIPI). Laporan ditujukan kepada
Bupati dan dikomunikasikan dengan pemilik/pelaksana program. Laporan tersebut
berisikan capaian kinerja, informasi ketaatan terhadap ketentuan, dan penyebab
capaian kinerja tidak tercapai berupa saran perbaikan mengenai pemulihan dampalk,
perbaikan kinerja dan pengelolaan risiko, rencana tindak pengendalian, serta
efektifitas desain pengendalian intern atas program prioritas tersebut. Selain itu,
apabila audit dihentikan sebelum berakhirnya penugasan, maka APIP dapat
membuat ikhtisar hasil audit sampai dengan tanggal penghentian dan menjelaskan
alasan penghentian audit serta dikomunikasikan secara tertulis kepadaauditi dan
pejabat yang berwenang (Standar 4060, AAIP). Contoh Format Laporan Hasil Audit
Kinerja berbentuk BAB dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Format-12.

. Monitoring Tindak Lanjut
Berdasarkan SAIPI, Paragraf 1400 menyebutkan bahwa APIP perlu memantau
dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.
Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar auditi memperbaiki kelemahan dan
kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP. APIF dalam memantau
pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa semua rekomendasi telah
dilaksanakan dan mencapai oufcome dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan
pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan. kewajiban
pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 menyebutkan bahwa pimpinan instansi wajib melakukan tindak lanjut
atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil
audit diterima, auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka auditi
dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi administrasiberupa surat peringatan
pertama. Surat peringatan kedua dapat diberikan jika dalamsatu bulan setelah surat
peringatan pertama belum ada tindak lanjut dan jika tidak ada tindak lanjut sama
sekali maka dapat diterbitkan surat kepada pemimpin organisasi auditi.

Pemantauan tindak lanjut sangatlah penting dalam pencapaian outcome audit
kinerja, dikarenakan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi audit kinerja maka
diharapkan terdapat peningkatan ketaatan, perbaikan kinerja serta perbaikan tata
kelola organisasi, pengendalian intern dan pengelolaan risike dalam pencapaian

program dan tujuan organisasi.
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CONTOH 1
PENGEMBANGAN MODEL AUDIT KINERJA
PADA PROGRAM INDONESIA SEHAT (JKN- KIS)

Program Indonesia Sehat penguatan pelayanan
Program : | Kesehatan peningkatan mutu, peningkatan akses dan
regionalisasi rujukan

Keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional bag
Tujuan : | PBldi fasilitas keschatan tingkat pertama dan fasilitas
kesehatan rujukan tingkat lanjut

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat

Sasaran
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CONTOH PEMBANGUNAN MODEL METODOLOGI IPMS JKN-KIS
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CONTOH II
PENGEMBANGAN MODEL AUDIT KINERJA
PADA PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Program Pemberdayvaan dan Pengembangan UMKM yang

Program : | berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan
berkelanjutan
1. Meningkatkan kemampuan UMKM yang ada melalui
pemanfaatan IPTEK
2. Mendekatkan lembaga penelitian dengan UMKM
Tujuan Menciptakan Lapangan Kerja Daerah
4., Menumbuhkan embrio lembaga pemberdayaan UMEKM
di Daerah
5. Mendayagunakan hasil-hasil penelitian di daerah
Sasaran : | UMKEM yang berpotensi berkembang




CONTOH PEMBANGUNAN MODEL METODOLOGI IP!

PROGRAM PENGEMBANGAN UMHKM
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CONTOH Il
PENGEMBANGAN MODEL AUDIT KINERJA

PROGRAM PISEW

Program Program Pengembangan [Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah (PISEW]

Tujuan - | Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dengan
pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan
untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah

Sasaran | :| Terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan

guna mendorong pengembangan sosial

Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan pembangunan

Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam
pembangunan

Rekapitulasi Kinerja Kompilasi Program per Aktivitas Utama

I Aktivitas Utama '
Pelaksana
RO Bobot Lo Total HKinerja
e kasl | Peroncanean | Pelaksanaan 1. Pelaporan
Ekor Bhor Bha
[0) 2] 5] ) (5] 16
i T Provinsi | %0 15 22 4 40
2 | Kecamatan B0 ] F 5 &0
Total Skor 100 a4 at 0] I 100
Copaiian Knavja 100% 100% 1007 I
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CONTOH PEMBANGUNAN MODEL METODOLOGI IPMS

PROGRAM PISEW (TINGEKAT PROVINSI)

Eae—a

FE=

Fromne Feeer mom dm

Fres anam

airninl

=T TR o

::::h.lu-‘.-.

C——

[' Tima B o frare bimisr Foog e

l Fupai L '1'.""""‘"""""""'"’" I

TEE T H

T Pt A
T T T L™
iz g P errdd nlj=t

— ] — [

e Wl

| i g pee e
akal ik LW PO 2 i R R
wyn Pl

ey el i

e = e e e

| iS5 el i i

o1 iy

T w N aw -

:lz—
Tapaciam  §perom s prug e

A A
e Ch bR b el

lapasb-wgpnm | wne e gy e

[T

i

r__,p_,__g-luﬂrﬂ-rﬂi

3

8

I e P i t

-
. I‘-.. ':u..l- |

T B gy e . W
T P E ]

- imh}mh—llm

= h-nTﬂup.ﬂPrL:-:.ll-lT'-l
|i-|- Faom e bgge o o PR
s Ii-hl--lnl'i-n-l-u J-u-.-l

g =il
- (S ]
i

-
gy,
p —
L T e T

—
e s el




CONTOH PEMBANGUNAN MODEL METODOLOGI IFMS

PROGRAM PISEW (TINGKAT KECAMATAN)
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FORMAT-2

CONTOH PENDEKATAN BALANCE SCORECARD

Iustrasi

Tugas dan Fungsi

Terdapat suatu Instansi yang bertugas mengamankan kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan

pemungutan bea masuk serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan yang
berlaku.

Fungsi instansi tersebut

38
.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan;

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pengamanan teknis
operasional yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar
daerah pabean termasuk juga pungutan bea masuk;

Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan,
perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang pabean;

. Pencegahan pelanggaran peraturan kepabeanan dan penindakan serta

penyidikan di bidang kepabeanan.

Perumusan pengukuran kinerja

1.

Menetapkan tujuan organisasi

Mengamankan dan memberikan pelayanan lalu lintas barang masuk dan keluar

daerah pabean dan memungut bea masuk serta pungutan lainnya

Menetapkan 4 perspektif

a. Perspektif kepada pelanggan
Dimana menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi instans: tersebut
dapat memberikan pelayanan dalam kegiatan lalu lintas barang masuk dan
keluar, adapun capaian kinerja vang digunakan untuk mengukur dan
menilai menggunakan teknik kuesioner yang diberikan kepada pengguna
layanan instansi tersebut. Kuesioner tersebut kemudian diolah untuk
mendapatkan penilaian mengenal pelayanan yang diberikan (kepuasan
pelanggan).
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b.

Perspektif Kenangan
Mengukur dan menilai sejauh mana instansi dalam mencapai target
penerimaan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya dalam mencapai target
tersebut. Capaian kinerjanya adalah rasio realisasi penerimaan masuk
dibandingkan dengan target serta potensi
Perspektif pengembangan proses internal
Mengukur dan menilai sejauh mana upaya yang dilakukan instansi dalam
mengembangkan proses internal organisasi sehingga pelayanan menjadi
lebih efisien dan efektif. Capaian kinerja yvang diukur dalam perspektif ini
adalah rata- rata waktu penyelesaian ijin dibandingkan dengan target serta
ketentuan yang berlaku
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Mengukur dan menilai sejauh mana instansi berupaya mengembangkan
SDM yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan
dengan baik. Adapun capaian kinerja vang diukur berdasarkan rasio realisasi
jumlah staf yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang
kepabeanan dibandingkan dengan target yvang telah ditetapkan Penetapan
CS8F, KPI dan Penilaian
1) Pelanggan 25%

Kepuasan pelanggan (CSF)

KPI

Jumlah keluhan pelanggan 60% 60

Survel pelanggan 40% 20 (60+20) x 25 = 20%
2} Keuangan 25%

Penerimaan dengan target yang telah ditetapkan

KFI

Jumlah penerimaan dalam satu periode 100%
3) Proses internal organisasi 25%

Penyelesaian pelayanan perizinan

KFI

Jumiah wakiu pemberian izin 100%
4] Pembelajaran dan pertumbuhan 25%

Pegawai yang mempunyal KkKompelensi/pengetahuan  dengan

pekerjaanya

KPI

Jumlah pegawai yvang mengikuti pelatihan 100%
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FORMAT-3

CONTOH PENDEEATAN LOGIC

Untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran instansiforganisasi terdapat

beberapa program dan beberapa program tersebut
seperti contoh di bawah imi:

terdiri dari berbagai kegiatan

HNe Tujuan

Program

Eegiatan

1 Peningkatan kualitas
pelayanan keschatan
Masyarakat

1. Diklat dan Penyvuluhan

kesehatan masyarakat

di lingkungan

Diklar untuk penyuluh
kesehatan masyarakat

Penyuluhan kesehatan

masyarakat

2. Pengadaaan sarana

prasarana keschatan

Rehabilitasi ruang bedah

Pengadaan peralatan medis

dan pengadaan obat-obatan

3. Pelayanan keschatan gizi

Perbaikan gizi masyarakat

Pengadaan obat generik

Yang pertama adalah mengukur kegiatan yang ada akan mendukung keberhasilan
program dan tujuan, dengan demikian apabila program tersebut tercapai kinerjanya
maka tujuan dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Seperti contoh:

Keglatan
. Uralan oo g Batuks Target | Dealisasd | Capaian
Diklat dan Diklat untuk Imput: Dana Rp dan 1000 1000 100
Pemyuluhan permyuluh dan BN g 20 20 100
Hesehatan kesehatin
Masyaralcat Chutmut;
dan Penyuluh kesehatan | Org ag a0 10,
Linghaengan
Chufoeomaes
Permyulah memahaoi Org a0 a0 T,
Keeehatan masvarakal
Penyuluh Input: Dana Rp don 1000 1000 1007,
Kesshotnn dan SDk Org 1€ 20 160,
Linghoungan
Ot
Jumiah kecamatan B f 20y 207 100
forg Org 1a 10
T onmae
Musynrskent memmhami| Kec a0 20/ 100
Kasshatan lnghungan | Org 10 10
Pengadaan Rehatlitasl Isvpat: Rjp dien 10 1000 100
Saram Ruang Dana dan S0 Org d g 100
Prassruna Bedah
Eesehainn Gt
Rusnyg Bedaly selesai Unit 1 1 100
iHrehal
Crtoams
Bertambabhanya Wit 1 1 10
kcnpasitas
Pangadsan Imput: D Ep dan 1000 1000 100
Peralatar Medim | dan E0M Oranmg £ 100
Crpul:
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Terlaksrnanya Unit 2 2 100
Perapmclingm
LRt
Perlatan medis Unit 2 2 100
Uersedin, sinp
| digunakan
Pelayanan Perbailnn iz Input: Dana Rp dan 10 1000 1R
Kesehaten Ciod Masyambkat dan SM Cirang 10 10 L
dan Penyedisan
Obat-obatan Chutpat:
Jumiah masy. kot Orang a0 a0 100,
program Heschatan glzl
Chutoomee:
Masyatakal Orang A0 an 1
yamng terinyami P
Pengadaan CObal | Inpul: Dana Ep dam 100 10000 (s
pererik dan S0R Orang 10 10 1R
Crutprit:
Terlaksananya Batol 5 5 100
pengminan obat
e ¥ T v
Obat generic tersedin | Baodol 5 3 1D0rs;

Contoh 1 Kerangka Logis

«  Diklat terlaksana dengan baik maka diperoleh penyuluh kesehatan vang lulus
diklat

+ Jika Penyuluh kesehatan lulus diklat maka penyuluh memahami kesehatan
lingkungan

* Jika Penyuluh memahami kesehatan lingkungan maka penvuluh dapat
melayani masyarakat dengan baik

Simpulannya keberhasilan diklat dan penyuluhan diukur dengan telah pahamnya

penyuluh kesehatan akan kesehatan lingkungan,

Contoh 2 Kerangka Logis

*  Ruang bedah direhabilitasi maka tersedia ruang bedah vang siap digunakan

*  Ruang bedah siap digunakan maka kapasitas akan meningkat

Simpulannya keberhasilan rehabilitasi ruang bedah diukur dengan telah siapnya
ruang bedah sebagai sarana untuk menambah kapasitas pasien.

Dengan teknik yang sama semua kegiatan diukur capaian kinerjanya sehingga
diperoleh persentase capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya
dilakukan proses kristalisasi dengan cara menyatukan ketiga program untuk
mendukung tujuan, jika semua program terlaksana dengan baik maka tujuan
instansi dinilai berhasil begitupun sebaliknya.
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FORMAT-4
ILUSTRASI ASPEK 3E

Pemerintah Daerah ABC mempunyai program pelayanan bus vang bertujuan
untuk mengurangi tingkat pengpunaan kendaraan pribadi di dalam kabupaten
sesual dengan Pergub No.100/Gub/1/2016. Outputnya berupa pelayanan bus yang
diuvkur dengan jumilah kilometer yang ditempuh. Dalam rangka pelaksanaan
program tersebut, Pemerintah Daerah ABC melakukan pengadaan pembelian bus
baru. Berdasarkan Standar Satuan Harga/E-Catalog/HPS/Standar Harga yang
ditetapkan asosiasi diketahui bahwa harga standar bus dengan merk A sebesar
Epl1.025.000.000,00 dan merk B sebesar Rp1.050.000.000,00.

Setelah dilakukan tender, pemerintah daerah ABC menjatuhkan pilihannya
pada dealer X dengan merk A, diketahui dealer X menawarkan bus merk A secharga
Rpl1.000.000.000,00 per unit dibanding dealer ¥ yvang menawarkan bus merk A
seharga Rpl.100.000.000,00. Dapat disimpulkan pemerintah daerah ABC telah
melakukan penghematan atau bertindak ekonomis (hubungan antara biaya input
dengan standar satuan harga) sebesar Rp25.000.000,00.

Pemerintah Daerah ABC juga mendapatkan bantuan hibah unit bus merk B
dari pemerintah pusat.

Dalam operasional setahun diketahui biaya pengoperasian setahun bus merk
A Rpi00.000.000,00 sedangkan bhaya pengoperasian bus merk B juga
Rp500.000.000,00, Kilometer vang dilavani bus A sebanyak 250.000 km setahun,
sedangkan bus B sebanyak 275.000 km setahun. Akan tetapi, dengan bus A
penggunaan kendaraan pribadi turun 20%, sedangkan dengan bus B, penggunaan
kendaraan pribadi turun 10%,

Kesimpulan dari sisi efektivitas (hubungan antara output dan outcome)
penggunaan bus A lebih efektif, sedangkan darni sisi efisiensi (hubungan antara input
dan output] penggunaan bus B lebih efisien daripada bus A. Perbedaan inmi
disebabkan bus B memang mempunyai jarak tempuh yang lebih jauh, tetapi tingkat
kenyamanan yang kurang memadai, sehingga masyarakat tidak serta-merta
menggunakan bus B sebagai kendaraan pengganti mobil pribadi.

Contoh Efisiensi:

Berikut kriteria kinerja (efisiensi) vang dibangun dari tujuan Pemerintah
Daerah ABC dalam mengurangl tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagmi
berikut:




Merk |Jumlah Tempuh Bus (lkm) Kriteria Nilai
0 5.d 150.000 km Kurang 0-25,0

Bus A | 150.001 s.d 250.000 lom Cukup 25,1-50,0
250.001 s.d 300,000 km Baik 50,1-75,0
300.001 s.d 350.000 km Sangal baik 75,1-100

Bus B |0 =.d 150,000 km Kurang 0-25,0
150,001 s.d 250.000 km Cukup 25,1-50,0
250,001 s.d 300.000 km Baik 50,1-75,0
300.001 s.d 350.000 km Sangat Baik 75,1-100

Contoh Efektivitas:

Kriteria kinerja (efektivitas) yang dibangun dari tujuan Pemerintah Daerah
ABC dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai berikut:

Merk Tingkat Penggunaan Kendaraan Pribadi Kriteria Nilai
kendaraan pribadi berkurang 0586-5% Kurang 0-25,0
kendaraan pribadi berkurang 5,1%-15% Cukup 25,1-30,0

Bus A kendaraan pribadi berkurang 15,1-30% Balk | 50,1-75,0
kendaraan pribadi berkurang =30% Sangat baik | 753,1-100
kendaraan pribadi berkurang 0%-5% Kurang 0-25,0

—— kendaraan pribadi berkurang 5, 1%-15% Cukup 25,1-50,0

e kendarsan pribadi berkurang 15,1-30% | Baik "50,1-75,0
kendaraan pribadi berkurang >30% Bangat Baitk | 75,1-100
Kriteria Nilai Kinerja yvang menjadi acuan APIP sebagai berikut:
Skor Kategori
85 < skor = 100 Berhasil
70 = skor < 85 Cukup Berhasil
50 = skor = 70 Kurang Berhasil
0 < skor < 50 Tidak Berhasil
Hasil Kinerja setelah dilakukan Audit Kinerja oleh APIP
Mo Aspek Bobot Parameter Jenis Nilai Skor
A, |Aspek Kebijakan | 40
1 |Komitmen 50, Terdapat peraturan | Y, T 100 20
Pemerintah daerah terkait program
Daerah pelayanan bus
2 | Anggaran a0% Terdapat anggaran ¥/T 100 20
operaaiomal
transportasi
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Nilai Kinerja Aspek Kehijakan 40
| B. | Aspek Bl . ===
1 | Ekonomis 15% pemilihan dealer 100 9
| 15% bantuan hibah 100 9
| 2 |Efigiensi 0% jarak tempuh tabulassi | 56,25 10,125
3 | Efektivitas 4% berkurangnyn tingkat tabulasi | 50 12
penggunaan kendaraan
pribadi
Rilai Kinerja Aspek Pelaksanaan 40,125
Total Kinerja Aspek Kebijakan + Aspek Pelaksanaan 80,125

Kesimpulan dan skor keseluruhan aspek kinerja adalah 80,125 atau dalam kriteria
“*Cukup Berhasil".

Ekonomis

Aspek ekonomis adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan sumber daya (input).
Dikatakan ekonomis jika pengadaan sumber daya dalam jumlah dan mutu yang
tepat, pada waktu yang tepat dan biaya yang lebih rendah dari Standar Satuan Harga
(55H) atau standar lain yang berlaku.

Mo Nama Kegiatan dan Belanja Realisasi Belanja Standar Satuan Harga
1 | Total Belanja xx 104 130 |
2 | Belanja yang sesuai Standar 50%
3 | Belanja _vyang tdak melebibi S0%
Standar
Efisiensi

Aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh (output), dikatakan efisien

apahila:

a. Menghasilkan output vang lebih besar dari yang direncanakan (melebihi target)
dengan menggunakan input tertentu (sesuai rencana);

b. Menghasilkan output yang tetap (sesuai target) tetapi input yang digunakan
lebih rendah dari yang direncanakan.

No Rincian Kegiatan/ Belanja Kriteria Pelaksanaan
1 | Kegiatan sesuai jadwal Dd f mm/ yyyy Telah sesuai
2 |Jumilah hari pelaksanaan sesugi| 30 Kegiatan dalam Telah sesuai
dengan jadwal B0 han
3 | Ukuran  Proses/Kualitas [d:hgan SBesuai dengan SEsAi
rincian tertentu) RAB/Rencana
Awral fMasulan




Efektivitas

Aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan output dalam mencapai
tujuan /sasaran /outcome yang ditetapkan. Dikatakan efektil apabila output yang
dihasilkannya dapat memenuhi tujuan/sasaran foutcome yang ditetapkan

Mo Kegiatan /Program Capaian Output Pemanfaaian Capaian
Output Outcome
1 | Kegiatan A Target=realisasi (100%) | 100% 100%
2 | Kegiatan B Target=realisast (100%) | 100% 100%
Kegiatan C Target=realisasi (100%) | 100% 100%:
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FORMAT-5

CONTOH KERTAS KERJA PENYELARASAN

Kertas Kerja Untuk Menilai Kesclarasan Antara Program Prioritas di RPJMD, REPD, dengan
Renstra dan RET Masing-Masing PD

Nama Pemerintah Daerah
RJMD/REVISI HPJMD

Visi RPJMD

Misi RPJMD

Tujuan Strategis

Indikator Tujuan Strategis
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Sirategis

aEmoUOow>

REKPD Tahun

Program Prioritas Terkait Audit
Indikator Program Pricritas
Kegiatan

Indikator Kegiatan

-

Program
Indikator Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan

Target Tahunan Pencapaian Sasaran

PN CHame Program Prioritns

P Pemdukung |

PCx Penduboang |

P Penclukumng M1, Dt

BPJMD Program Regimann

Penidulcanyg | Perduboeng

Fremduiuny

Pl

Frogram

Pemilukang | Peadukung

|  Kegatan

Frogram | Kepatnn
Fendiskung | Perudukung|

Upiasan Progfam . .
REIMD Moo |Uraisn | Mo, | Unian

ki BRI

Urning

. | Urnian | oo

M.

Unsmn (Mo

Uraiam

It 2 | @ | [k

L

L] L]

m | o

Keterangan:

et

Diisi dengan Uraian Program RPJMD
Dusi dengan Indikator Program RPJMD
PD Utama Program Prioritas diisikan nama PD Pemilik/ Pelaksana Program Prioritas Tersebut
Program Pendukung dan Kematan Pendulkung pada PD Utama Program Prnortas adalah

Program dan Kegiatan vang mendukung pelaksanaan Program Prioritas pada PD Utama
a. PD Pendukung 1, PD Pendukung 1, PD Pendukung 1, dst diisikan nama PD vang memilik:

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Priortas (jika ada)




FORMAT-6

CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI KETEPATAN IKU

KERTAS KERJA EVALUASI KETEPATAN IKU

A Nama Pemerintah Daerah
EPJMD Tahun x R— s

C Tahun Anggaran

=

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Simpulan
Strategis Uraian | Specific |Measureable| Relevant
(1 (2) (3) (4) (5 (6] (7
Keterangan:

A.  Diisi Nama Pemerintah Daerah

B. Diisi Tahun RPJMD

C.  Diisi Tahun Anggaran Berkenaan

(1) Diisi Nomor Urut

(2] Diisi Sasaran Strategis (3]
Diisi Uraian KU

(4)-(6) Diisi Ya atau Tidak

(7)  Jika terhadap IKU ada yang tidak memenuhi atribut, maka disarankan untuk
TKU Pengganti
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FORMAT-7

CONTOH KERTAS KERJA KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

KERTAS KERJA EVALUAS] KONDIS! LINGEUNGAN PENGENDALIANM
A Mama Pemerintah Daerah :
B Tahun Penilaian

Rencana Tindak Target
Kondisi Lingkungan Pengendalian =
Mo Perbaikan Penanggung Jawab Wakiu
Yang Kurang
Lingkungan Penyelesaian

(1) i2) (2} (%) (5)
I. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1. |diambil dar :mEl.ui.uE-nmainE sub-sub
2.
2
[1. Komitmen Terhadap Kompelensi
1. |diambil dari mﬂ.ﬂ-:inE—!'D.'Eal-.ﬂE sub-aub
2.
2
I, Kepemimpinan Yang Kondusif
1. |diambil dari masing-masing sub-sub
2,
3.

=

V. Pembentukan Struktur Organisas Y Sesual Dengan Kebutuhan

1. |diambil dari masing-masing sub-sub

2,

3

V. Fa:nd.:l::saaian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat

L. |diambil dar masing-masing sub-sub

2.

3.

V1. Penyusunan dan Penerapan Kebijjakan Serta Praktik Yang Schat Mengenai
1. |diambil dari masing-masing sub-sub

2.

3.

VIl. Peran Aparat Pengawasan [ntern Pemenntah Yang Efektif

1. |diambil dari masing-masing sub-sub

2.

.

WIIl. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan [nstansi Pemerintah Terkait
1, |diambil dari masing-masing sub-sub

2.

2.

Keterangan:

A Diisi Nama Pemernintah Daerah

P Diigi Mamsa Penilaian

(1) Diisikan Nomor Urat

(2) Diisi Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang BKurang Memadai per Sub Unsur Lingkungan
Pengendalian

(3) Diisi Rencana Tindak Perbaikan Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

(4) Diisi nama PD penangeung jawab Rencana Tindak Perbaikan

(5) Diisi target waktu penyelesaian
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FORMAT-8

CONTOH KERTAS KERJA REVIU INDIKATOR KINERJA

Mﬂ:ﬁl Kritis
] K DrmAance Critical Saran
N Sasaran Strategia g <oivie Success | Spesifik Dapat | Reievan Indikator e e Heian
SR (KP1)/IKK Factor . Pengganti : o
ICSF) BFD Kepatan
1 | Perencanaan:
[ . KPI 1 C3F 1 YA i A - FD A AAA 10
b KFPI 2 C3F 2 TIDAK TIDAK TIDAK KPLX.. FD B BEB 10
| 2 | Pelaksanaan
B, e KFIL 3 C8F 3 YA TIDAK TIDAK KFLY.. POy (BB a0
Wi KF1 4 KP1 4 TIDAK TIDAK TIDAK KPLW.. FD E EEE 30
3 | Pelaporan
. I KFIL & CSF 5 YA YA TA - FDb F FFF 10
|- F— KPL & CSF B TIDAK TIDAK TIDAK KFI Z.. PD GG GGG L0
TOTAL 100
DISEPAKATI/ DISETUJUIL
Nama : TTD Nama TTD
1. Pemilik/ Pelaksana Program, . Ty R e s

2, Pemilik/ PelaksanaProgram..

al




FORMAT-9

Nama Pemerintah Daerah
RPJMD Tahun
Tahun Anggaran

CONTOH EVALUASI REGISTER RISIKO

P - e
(RUANG LINGKUFP AUDIT KINERJA 5.D PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN]

Urusan Pemerintahan R o 1 B\ ap o B L

[ F A daliay Enikn
ok R s PR
Tojenfaas | Oeanl .
- 9 g — L mhhwm“ tesab [Fergedaian AN
g omi : Aot Bika | Tesoiet Nt Wiz “H Shaly i | o foian | [y
el | Megatan | mm;d,hnm Jty ’Mﬂw I e |T - Wdaituistng ';*H'“ L
Tesderiikas|  sho i (Key ' g Risic ot .
ik | Srategs Rk ik megpanbad |
Mgk 1 Bl 1
] 1 I i lr r ' i ¥ i I T
il 1 i 1 ] i M i ® foo [ oo [ e ]S (15 Tl
§ d X i A F
B!
|
o 1w




RR STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DIKELOLA OLEH BAPPEDA/ SEKDA BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN PD PELAKSANA PROORAM

Heterangan:
(1) Dini dengan nomor wrat
2) Diisi dengan Tujuan /Saseran Strategs Pemerintah Daerah
(3 Dzl dengan Indikator Kinera Utama Pemerintah Darrah
4) Diisi dengan Pernyataan Risiko
{5) Uraisn Risiko kegistan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaita 4W + 1H What, When, Where, Why, How),
(&) Identifilasi risiko strategis Pemerintah Dasrah;
A, Apakah rumusan risike strategis Pemerintah Daesrah telab tepal
b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah difkuti oleh pimpinan-pimpinan PD terkait program tersebut
. Apakah telah divalidasi /diserujui Bupat
7 Identifikasi apalkah risiko tersebut bersifat dapat dikendallkan /controllable atau tddak (ada delam proses organdsasi fintermal)
=) Identifikazi apakakh risiko terssbutl merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak, Risiko Utama/Key Risk adalah risike yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian
tujuan
=) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk], dengan pertimbangan:
a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama
b Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifilasi
¢. Apakah risiko fersebut menjadi concern Bapat
(10} Difsd dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam @ Man, Money, Method, Machine, dan Material
(11}  Kriteria penilaian terhadap tHngkat probabilitas apakah talah kensisten dalam analisis kemunghkinan terjadinys riatko, yang bissanya ditetapkan dalam skals 5*
(12} Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam snalizis dampak risiko, yang bissanya ditetapkan dalam skala 5**
*  KEritcria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas den Tingka! Dampak serts Skoalanya ditetaphan oleh pihak manajemen sesual dengan kebuluhan organisasinys
** Skala Probabilitas dan Ekala Dampak harus mempunysi desar pertimbangan, diantaranya: data-data historia, benchmarking, kondisi serups ditempat lain, daninformasi-
informasi kredibel lainnys
v Apabila Tingkat Kematangan ME nya sudah Level 4 den 5 maka risike utams fkunci adalah risibo yveng berade di atas selers risilko
{13) Skala Risike merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
(14] Peringlal disusun berdasarkan Skaln Fisiko tertinggi e Skala Risiko terendabh
(15) Diisi dengan Kebijakan Selers Risiko. Penentuan nilsi hasil FOD ataw Brainstorming pars Pejsbat Kunci/pihak Manajemen Residus] Risk/Risiko Sisa merupakan hasil
pengurangan antars Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
(18] Diisl wraian pengendalian vang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+ 1H (What, When, Who, Why, How]
{17)  Diisi Apakah Rancangsn Desain Pengendalian Telah Memadai/ Tidak
(18]} Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesual Rancongannya
(19) Dhisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Penpendalian Kunci
(20)  Diisi simpulan keeukupan pengendalian
(21) Dhisi Saran Pengendalian Tambahan jiks Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada helum cukup

*pengendalian harus mampuy *menghilangksn 'mengurang” penyvebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjedinya risike |probabilitas) dan/staudampal
terjadinva risiko
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KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER STRATEGIS PD
Nama Pemerintah Daerah

RPJMD Tahun -EPPTE. ©; e

Tahun Anggaran (RUANG LINGKUF AUDIT KINERJA 5.D PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
Urasan Permmerintahan e e R T

e i e
S
Tz | LasAl - rrak g | o e
N Pemantigho] SAE | O | ] T et
iritegs Penia fina {ert tka| Teratt Veraihe gt il
Tersehut .
[ mi 1 m
Merdentbian|  Rigite :IT:dai“” ey
iidh | Sriegs k| Toa
{Tidsk
T —
ml @ i m m [ 6 [ N i El
&k |
[Higtho 1
ko 1,451
Keterengan:

(1]  Diisi dengen momer urut

(2}  Dhisi dengan nama prOEram

(3}  Diisd dengen Tujuan [ Sasaran Program
4} Diisi Indikator Kinerja Program




(5]
ifi)

5]
)

(1)

{11
112
{13)

[144]
[15]
(16)

[(17)
(18]
(19)
(20
(21)
(22}

DHigl dengan Permyvatean Fisiko

Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan stribut risiko keglatan, vaitu W + IH (What, When, Where, Why, How),

ldentifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah:

i, Apakah rumusan risikoe strategis PD telah tepat

b. Apakah prosss penemtuan risiko strategis telah diilouti oleh eselon 3 PD terkait program tersebut

. Apakah telah divalidesi/disetujui Kepala PD

ldentifikasi apalkah risiko terasbut bersifat dapat dikendalikon / centrollable atau tidak (ada dalam proses organisasl ) internal]

Identifikast apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Hey Risk adalah risiko vang peling berpengaruh pada keberhasilan pencapalan

fujuan

Berkan Simpulan dan Saran atas ldentifikast Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:

d. Manakah yang mempakan risiko strategis utama

b. Maasih adakah risike strategis utama yang belum teridentifilcasi

¢. Mpakah risiko terasbut menjadi concern Bupat

Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa diketegorikan ke dalam : Man, Meoney, Method, Machine, danMaterial

Kriterla penilalan terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang hiasanya ditetapkan dalam skala 5.

Hriteria penilaian terhedap tingkat dampak apakeh telah konsisten delam analisis dampak risike, yang biasanya ditetapkan dalam skala S

*  Kriterin Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetopkan oleh plhak manajemen sesusi dengan kebutuhan
organizasinya

**  Ekala Probabilitas dan Skala Dampak haris mempunys dasar pertmbangan, disntaranya: data-date historia, benchmarking, kendisi serupa ditempat lain, dan
informaai-informaea kredibel lainnys

=% Apabila Tingkat Kematangan ME nya sudah Level 4 dan 5 meka risiko utame/luanel adalah risiko yeang berada di atas selern risiko

Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak

Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggl ke Shala Risiko terendah

Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko, Penentoan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen Residual Risk/Risiko Sisa merupakan

hasil pengurangan antara Skala Risike dengan Hegintan Pengendalinn Yeng Ada,

Diisd uralan pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, Whan, Who, Why, How)

Diisi Apskah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak

Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesual Rancangannya

Diisi Apakah Pengendalinn tersebut merupakan Pengendalian Kunel

Diisl simpulan keculkupan pengendalian

Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan [mplementasi Kegiatan Pengendallan Yang Ada belum cukup “pengendalian hames mampu

‘menghilangkan/mengurangi® penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/sataw dampak terjadinya risiko

55



KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER OPERASIONAL PD

A Mama Pemerintah Daerah ¢
B RPJMD Tahun I s.d. ...
C Tahun Anggaran Dvereneneeees (RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA S.D
PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
E Nama PD
Program dalam
F Eenstira :
igert il Fghn
Agaan
Tupad Simae Unsian 0y Mot | e
M Permyataan dgiky
Sregsiends | Penss A k| e m“
{owl | Menpin ,
i
Mk | S
{Ticksh
i n | o M 81 &N
s |
s 2
[y 1 gt

26




Keterangan:

(1)
2]
(3]
(4]
=)
&)
7

(2)
(9

110}

{11}
12)
(13)

(14)
(15)
(16]
(17)
(18)
(19}

(21)

(23}
(24)

Dilsl demgan nomer urat

Diisi dengan Nama Kegiatan

Dilst dengan Tujuan [ Sasaran Keglatan

Diisi [Indikator Kinerja Kegiatan

Diist dengan Pernyataon Risiko

Uraian Risikn kegiatan harus depat menggambarkan atribut risiko kegatan, yaitu 4W + |H (What, When, Where, Why, How].

[dentifikani risiko strategis Pemerintah Dacrah:

fa. Apaksh rumusan risiko COperasional PL telah tepat

b. Apaksh proses penentuan risfko sirstegis telah dilkut oleh eselon 3 PD terkait program tersebut

¢, Apakah telah divalidasi/disetajui Kepala PD

Identifikasi apakah risiks tersebut bersifol deapat dikendalikan /controllable atay tidek [ada dalam proses organisasi /internal)

Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risike Utama/Key Riak atau tidals, Risiko Utame/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaisn

tujuan

Berikan Simpulan dan Saran atas Identfikasi Risiko utama (Key Fisk), dengan pertimbangan:

a, Manakah vang merupakan risiko strategis Operasional

b.Masih adakah risiko strabegs ulama yang belum teridentifikas

¢ Apakah nisiko tersebut menjadi concerm Kepala PD

Diini dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab rislko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kriteria penilaian terhadap tingket probabilitas apakah telah koneisten dalam analisis kemungkinan terjadinga risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skals 3.

Eriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konasisten dalam analisis dampak risiko, yang blasanya ditetapkan dalam skala 5 :

*  Kriterin Penilaian terhadep Tinglksl Probabilites dan Tingksl Dampak serts Skalanva ditetapban oleh pihak mensjemen sesual dengan kebutuhanorganisasinya

** Skala Prebabilitas dan Skala Dempak haris mempunysi daser pertimbangan, disntaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempar lain, dan
informasi-informasi kredibel lainnya

==+ Apabila Tingkst Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka nsilko utama/kunci adalah risiko yeng berada di atas selera risikon

Ekala Risiko merupaksn hasil perkalian antara Skala Probakbilitas dengan Skala Dampak

Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggl ke Skala Bisiko terendah

Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko, Penentusn nilai hesil FGD atay Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen

Residual Risk/Risile Sisa merupakan hasil pengurangan antars Ekala Ristko dengoan Keglatan Pengendalian Yang Ada

Diisl uraian pengendalian vang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)

[hisi Apalkah Rancangan Desain Pengendalion Telah Memadai/Tidak

Dilal Apalcah Keglatan Pengendalian Telah Dilakzanakan Seausl Rapcangannya

Diisi Apakah Pengendalian tersebut memapakan Pengendalian Kumnci

Dhisd srmpulan kecukupen pengendabian

Ddisd Saran Pengendalian Tambahan [ike Simpalan Implementasi Kegatan Pengendalian Yang Ada belum cukup

pengendalion harss mampu "menghilangkan (mengurang™ penyebab terjadinga risiko yang dopat menurunksn tngkat terjadinys risiko [probabilitas) den/etsu dempak

terjadinya ristko

Jikn Remidual Fisk = Selera Risiko, maka dibuatkan saran Pengendalisn Tambahan,

Pengendalian tambahan harus mampy mampu “menghilangkan /mengurang® penvebab terjadinya risiko vang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko [probabititas)

dan/atea dampak terjadinya risiko penyebab terjadinya risiko yang dapat menurankan tingkat terjadinya risiko [probabilitas) dan/stsu dampakterjadinye risiko
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FORMAT-10

HERTAS KERJA UTAMA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM

MNama Pemernintah Daerah : Pemerintah Provinsi XX

Nama Program Prioritas : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tahun Anggaran
Gt Area Krilis PO Litama PO Pendukung
- Urnzan / Tahapan "m MTibdine Bisnis Proses untial progrm Bobat g | asiadall Tﬂﬂlﬂﬂ:r H'-'i-ﬂlllﬂll'i
leegparan,/Siklus Program car | ™ " la Nema Kegatan | Kentribusd Tahap
Mama Program
Urndlecan Tahapan Faltor kritis pang menenfulon
L Tahspan Porencanssn Urailan tujuan Tahapan keberhasilan tahip perencanaan Skor Capaian Kinerjn Parameter
Perencanasn Program Kinerja Kunc




Jumlah Bebat /Capaden

Total Bobaed
Kimerja

Petunjuk Pengisinn:

Isi Muma Pemerintah Dmerah )/ Kementerian | Lembeage

[st Mmma Progrm Priositas

Isi Trhun Anggaran Progrem Prioritas

Untuk Urslan Tehapan Kegistan /Sikdus Program disesuaikan dengan fisnis proses dari progoem prioritas

i#l tujran darl masing-maging uraian fiehapan kegiaten/sidus progmm berdeaarkon binnis prosens progrom pricriins

lal Critleal Bucces Factor (C5F) atas hasll kestpalatan bersamn dengan manajemen sudid, euditor dan ahli di bidang program prioritas

7, Iui Key Performince Indicator (KP)  vang mendukung CSF ates hasil kescpakatan hersama dengan menajemen auditi, auditor dan ahli 4i bideng program prioritas 8 Isi Farmuls Pembobatan atas hamd
kesepakatan bersame dengan manajemen auditl, auditor dan abi ol bidang program prioritas

8. Isi Nama FD Utama dan PD Pendukung Program Prioritas Dasrah

D, & nama Kegiatan yang mendukung CBF dan K dar masing-masing uralen ) tahapan Keglatan/ Sikius Program dan Program Prioritas Daerah

10, Untuk mengsd Skor Parameter dibistuhlan Kertan Kegn Pendukung yang menjelaskan proses pencapalan skar paremeter yang dilakukan pengajian oleh aucditor dalem kerias keqja tepisih dan kettes
kerja utarma

11. Haasil dari C5F dan Pl yang rendah agar diidentifikasi don dilakoakan pengujian nias sisiko kunci, peogendalian tatern dan beslkan aaran perbailean pengelalann naiko dan penguatan pengendalian intern

Lol L
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FORMAT-11

CONTOH BERITA ACARA PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

[KOP APIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG

e —— e —
T ————

BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT HINERJA
TA...... Program

NEERR R ER R

ANTARA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG
DENGAN KEPALA PERANCKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

[Penanggung Jawab Program).............
—PE T Pada har ini ........ tanggal ........... bulan...... 201x, bertempat di Kantor (OF)
Eabupaten Karawang......di._.,... telah dilakukan pembahasan hasil audit kinerja atas Program......

antara Tim Audit Inspektorat Kabupaten Karawang berdasarkan surat tugas Inspektur Kabupaten
Karawang....... Nomor: 3PT-..../.... tanggal ......bulan ....201x dengan Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Karawang (Penanggung Jawab Program)................ dengan hasil pembahasan sebagai
berilout ;

1. Tim Audit Inspektorat Kabupaten Karawang telah menyampaikan Notisi Hasil Audit Kinerja

atas Program ..... . tanggal ....... o bulan.....201x sebagaimana terlampir dan memberikan
penjelasan seperlunva kepada Kepala Perangkat Daerah Esbupaten Karawang sebagei
penanggung jewab program............ dan stal atas materi permasalahan yang termuat dalam
notisi dimaksud.

2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Audit [nspektorat
Habupaten Karawang beserta dokumen /data pendukung yang merupakan bagian dari kertas
kerja Tim HKepala Perangkat Dacrah (penanggung jawab program)...... menvatakan
sependapat/ tidak sependapat terhadap selurubh materi temuan dan simpulan sebagaimana
tertuang dalam lampiran,

-----—— Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program ini dibuat dengan
scbenarmya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten
Karawang dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagai penanggung jawab program
pada hari ... ... tanggal ....... , bulan 201x gerta tempat ssbagaimana tersebut diatas,
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Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

Karawang Pengendali
sebagai Penangoung Jawab Teknis
€ 1.
NiP
NIP
2 Ketua Tim
NIF
3 Anggota Tim
NIP
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FORMAT-12
CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

LOGO
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM
PRIORITAS. .ociiiiinninininna

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG

B2




INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG...........

IHSFI;T‘?:'}G‘;J\T Jalan ....... Nomor ...... Kabupaten . 123456
Telepon ... = ;i (hanting), ....... , Fakaimile ...- .......
Alamat email: .....{&@......... Website: www........
Nomor : LHAK - 200/ XX/ 20XX SRR 1 ). . &
Lampiran : ..... berkas
Hal : Laporan Hasil Audit Kinerja

Atas Program Prioritas XXX
pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Rarawang......
Tahun 20xx

Yth. Bupati Karawang.........di

FEEEFEFEFEFSEEEREE

Kami telah melakukan Audit Kinerja Atas Program Prioritas XXXX pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 20XX. Audit dilaksanakan
sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan kami yvakin
bahwa audit tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk
menyimpulkan kinerja yang dicapai, memberikan saran perbaikan yang
diperlukan untuk memperbaiki pencapaian kinerja dan perbaikan pengelolaan
risiko, proses pengendalian intern serta tata kelola atas program prioritas XXXX.

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAGIAN SATU : PENDAHULUAN
BAGIAN KEDUA » HASIL AUDIT KINERJA
BAGIAN KETIGA : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
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C.

BAB 1

PENDAHULUAN
Dasar Penugasan
Audit kinerja atas program prioritas ......... Tahun....... dilakukan lintas
sektoral/lintas PD yaitu pada FPD........ scbagai koordinator utama dan
PG sebagai koordinator pendukung........... sesual  dengan
Surat Perintah............... Tugas  Inspekiur Kabupaten  Karawang
NOmOT....ooceviae Tanggal .o
Tujuan Audit

Tujuan audit kinerja atas program prioritas.....Tahun...adalah............

Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan Audit Kinerja adalah untuk memberikan nilai tambah dan
masukan/saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan
kinerja dan perbaikan GRC terkait dengan aspek ketaatan terhadap
ketentuan yang berlaku dan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)
dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah ...... -

Ruang lingkup dari Audit kinerja program prioritas xxx tahun ... mencaloup:
Program ......... di PD xx pada Kegiatan xxx

Program .......... di PD xx pada Kegiatan xx

Metodologi Audit Kinerja
Audit kanerja atas program prioritas dilaksanakan dengan metodologi [PMS
Teknik Audit yang digunakan adalah reviu dokumen, wawancara, observasi

dll. Dalam pemilihan sampel, teknik sampel vang kami gunakan adalah xxx
dengan tingkat keyvakinan xxx

Penilajan Kinerja
Hasil Penilaian atas keberhasilan program prioritas dapat dikategorikan
sebagai berikut:

&4




Contoh gradasi penilaian kinerja program

Skor Kategori

85 = skor = 100 Berhasil

70 = skor <= 85 Cukup Berhasil
20 = skor = 70 Kurang Berhasil
0 = skor < 50 Tidak Berhasil

F. Gambaran Umum Program prioritas
Mama Program Prioritas:
Tujuan Program Prioritas:
PD: PD A (Koordinator Utama)
FD B (Koordinator Pendukung]
Program: Program A... pada Kegiatan A...... di PD A
Program A.... pada Kegiatan B......di PD B

G. Periode dan Waktu Pelaksanaan
Audit kinerja yang dilaksanakan pada program prioritas xooc tahun.
Waktu pelaksanaan Audit Kinerja adalah xoox =s.d xoox
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BAB II
HASIL AUDIT KINERJA

A. Mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan
menilai serta menganalisis capaian kinerja
Capaian Kinerja Tahun 20xx
Hasil audit kinerja Program.............. Tahun Anggaran 20xx pada Dinas.....
memperoleh skor 83,84% dari nilai maksimum 100 yang mencerminkan
program .... telah dilaksanakan dengan predikat “*Cukup Berhasil”.
Simpulan tersebut diperoleh dar hasil pengukuran kinerja aktual terhadap
aktivitas utama pelaksanaan Program [Core Activities) yang ditetapkan.
Pencapaian nilai Kinerja Program Tahun Anggaran 20xx berdasarkan
aktivitas utama digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Pencapaian Kinerja Per Aktivitas Utama dan Indikator Kinerja Utama

A | Aktivitas Utama:
1 | Ekonomis 44.00 | 81.98% 36.07
2 | Efisien | 4700 | B4.37% 39.65
3 | Efektf 9.00 90.24% 8.12
Total Skor 100.00 | 83.84% 83.84

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian nilai indikator
utama kinerja secara agregrat sebesar 83,84% mencerminkan
pelaksanaan Program ... Tahun Anggaran 20XX pada umumnya cukup
berhasil dilaksanakan atau diselenggarakan sesuai ketentuan vang telah
ditetapkan.

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual terhadap
capaian [ndikator Utama Kinerja (Key Performance Indicators-KPI) vang
ditetapkan, sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tahun 20x=x

Hasil audit kinerja Program... Per Semester | Tahun Anggaran 20XX pada
Dinas.... memperoleh skor .............% darl nilai maksimum 100 yang
mencerminkan program ..... telah dilaksanakan dengan predikat “Berhasil™.
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B. Identifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinerja dengan
identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian

Capaian kinerja Program..... Tahun Anggaran 20XX scbesar 83,84%,
menunjukkan terdapat faktor-fakior penentu keberhasilan yang belum

dilaksanakan secara optimal yang dipengaruhi oleh penerapan sistem

pengendalian intern yang belum memadai. Gambaran penerapan sistem
pengendalian intern yang tidak optimal untuk masing-masing indikator
kinerja, sebagai berikuat:

1]

Belum optimalnya kinerja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
program yang hanya mencapai B2,64%, disebabkan hal-hal sebagai
berikut:

a) Tahap Perencanaan

b

Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran - meningkatkan

kemampuan pelaksanaan yang hanya mencapai 84,08%

disebabkan cleh:
(1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian Belum sesuai aturan
vang berlaku............
(2] Kelemahan Penilaian Risiko
- [Hnas ....... Kabupaten.......ccccoevmerees terlambat melakukan
pengadaan jasa Tenaga Ahli dan Fasilitator Magyarakat dari
target nasional yang telah ditetapkan vaitu paling lambat
- Analisis atas kendala/hambatan dalam pelaksanaan
pekerjaan dengan ftingkat kesulitan yang tinggi, belum
dilakukan.
(3] Relemahan Akthvitas Pengendalian

4

(3]

Pengendalian Dinas ............... dalam pengadaan tenaga ahli
masih lemah, yaitu tenaga ahli yang dipilih tidak sesuai dengan
kriteria yang ditentukan.

Kelemahan Informasi dan Komunikasi

Media untuk pengaduan masyarakat, belum tersedia,
Kelemahan Pemantauan Berkelanjutan

Belum efektifnya mekanisme/kebijakan pemantauan terkait

Tahap Pelaksanaan

(1]

Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran-pembangunan
infrastruktur yang hanya mencapai 82,37%, disebabkan oleh
tenaga ahli yang dipilih tidak sesuai dengan kriteria vang
ditentukan.
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(2]

(3}

(4)

(=)

(6]

(7

(8]

Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran-pendayagunaan
sumber daya dan tenaga kerja lokal vang hanyva mencapai
B6,67%, discbabkan oleh kesulitan memperoleh material di
lokasi setempat karena tidak sesual dengan spesifikasi yang
ditentukan.

Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Jumlah-
pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sesuai
ketentuan yang hanya mencapai 98,97%, disebabkan oleh
Kelemahan pengedalian PPK dalam membuat Perjanjian Kerja
dengan jumlah orang peserta tanpa mempertimbangkan
jumlah undangan.

Belum optimalnya kinerja ketepatan kualitas- pembangunan
infrastruktur yang dilakukan belum dapat bermanfaat atau
memberikan dampak yang signifikan bagi masvarakat sekitar,
hal tersebut dikarenakan.....

Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu-pelaksanaan
pengadaan jasa ..o vang hanya mencapai 50,00%
disebabkan oleh Dinas............. Kabupaten terlambat
melakukan pengadaan jasa Tenaga Ahli dari target yang telah
ditetapkan yaitu paling lambat ...............

Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - penyaluran dana
dan pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan
pedoman/juknis/juklak yang hanya mencapai 73,86%
disebabkan oleh masih adanya beberapa BKAD yang belum
memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap I,
sehingga pencairan dana Tahap Il terlambat.

Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu-penyelesaian
pembangunan [nfrastruktur yang hanya mencapai 81,80%
disebabkan ocleh infrastruktur yang dibangun (Jembatan) di
Kecamatan ......c.c..... mempunyai tingkat kesulitan vang tinggi
sehinga membutuhkan waktu vang lebih lama dari jenis
pekerjaan fisik lainnya.

Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan
Program yang hanya mencapai 90,18%, disebabkan oleh hal-
hal sebagai berikut:
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c) Tahap Pelaporan
(1] Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan mekanisme
penanganan pengaduan vang elekul yvang hanya mencapai
50,00%, disebabkan oleh media pengaduan masyvarakat tidak
tersedia, sehingga mekamsme penanganan pun tidak berjalan.
(2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kecamatan yang hanya mencapai
92,32%, disebabkan oleh Tenaga ahli kurang efekiil dalam
mendampingl dan membuat laporan harian pekerjaan setiap

Capaian Kinerja ......... Semester | Tahun Anggaran 20XX Tahap Perencanaan
sebesar 88,38%, menunjukkan telah berhasil, namun masih terdapat
faktor-faktor penentu keberhasilan vang belum dilaksanakan secara optimal
vang dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang belum memadai.
(dambaran penerapan sistem pengendalian intern yang tidak optimal untuk
masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:
Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran-meningkatkan kemampuan
pelaksanaan
e dETIEAN capaian 86,36% disebabkan oleh:
1} Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Penetapan unsur-unsur tenaga ahli belum sesuai kriteria dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah serta dokumen lelang.
2) Kelemahan Penilaian Risiko
Penilaian risiko terhadap kendala/hambatan yang mungkin dihadapi
dalamm pelaksanaan pekerjaan belum dituangkan dalam dokumen
perencanaan berupa dokumen profil kawasan.
3] Kelemahan Aktivitas Pengendalian
Pengendalian Dinas .............. dalam pemilihan tenaga ahli masih
lemah, yaitu masih terdapat tenaga ahli tidak sesuai dengan kriteria
yvang telah ditentuka.




BAB III
SIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT

Simpulan
Berdasarkan hasil Audit terhadap Pelaksanaan Program...... Tahun
Anggaran 20XX per 31 Desember 20XX (post] dan Semester | Tahun
Anggaran 20XX (current), diperoleh simpulan sebagai berikut:
1. Keuangan

Alokasi dana pada Tahun Anggaran 20XX per 31 Desember 20XX (Posi)

adalah Rp......... .00 dengan realisasi dana sebesar Rp........ atau ......%
dan Semester | Tahun Anggaran 20XX per 30 Jum
20XX (currenf) adalah Rp.............., dengan realisasi dana sebesar
R iccicnianias atau....%

Realisasi penyerapan anggaran per 30 Juni 20XX (current) sebesar ...
%, hal tersebut discbabkan adanya perubahan struktur organisasi
mmml'll"-'-‘-I'I'll'rl'rl'rl'rrrrl'l'rrrrrrl

2. Penilaian Indikator Utama Kinerja
a. Tingkat keberhasilan Program ...... Tahun Anggaran 20XX
tercermin dari perolehan skor agregat Indikator Utama Kinerja
(KPI) sebesar 83,84 dari skor maksimum 100, dan Kurang dari
ambang batas keberhasilan yang ditetapkan sebesar B35,00.
Indikator keberhasilan Program ...... Tahun Anggaran 20XX,
adalah sebagai berikut:
1) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Program
Telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Pelaksanaan Program
a) Capaian nilai indikator ekonomis, efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program B8264% atau memperoleh skor
sebesar 72,72 dari bobot kinerja sebesar 88,00, Hal ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Tahun
Anggaran 20XX Cukup Berhasil direncanakan dan
dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai kriteria
yang telah ditetapkan.
b) Capailan nilai indikator keberhasilan Program.....semester
I Tahun Anggaran 20XX Tahap Perencanaan program
88 38% atau memperoleh skor sebesar 38,89 dari bobot
kinerja sebesar 44,00. Hal ini menunjukkan pelaksanaan
Program Semester | Tahun Anggaran 2020 berhasil
direncanakan oleh secara efektif dan efisien sesuai knteria
yang ditetapkan,
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Rekomendasi
Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit kami rekomendasikan
. T R agar:

Demikian kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah
tindak lanjut yang diperlukan.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Kabupaten Karawang,
NAMA

NIP.
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